Studi Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau by Ridwan, Muh. Arif
iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini
menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika
di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat
oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh
karenanya batal demi hukum.
Makassar, September 2013
Penyusun,
Muh.Arif Ridwan
Nim: 60800108022
vABSTRAK
Nama Mahasiswa : Muh. Arif Ridwan
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Judul : Studi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau
Penulisan Skripsi ini membahas tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau. Permasalahan pokok yang
dibahas adalah Faktor- faktor apa yang mempengaruhi peran serta masyarakat dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Baubau dan Bagaimana mekanisme dan
prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah di Kota Baubau. Tujuan penelitian
ini adalah Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran  serta masyarakat
dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Baubau dan mengidentifikasi
mekanisme dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah di Kota Baubau.
Pengolahan data yang digunakan metode analisis yaitu analisis dengan pendekatan
kuantitatif dengan menghitung, membandingkan beberapa data yang menggunakan
pendekatan matematis, yaitu Analisis Chi-Kuadrat (X2). Berdasarkan analisis
terhadap tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status tempat tinggal dan sosialisasi.
Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa peran serta masyaarakat dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Baubau kurang baik dilihat dari masih
kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, kurangnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya rencana tata ruang itu
sendiri.
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ABSTRACT
Name : Muh. Arif Ridwan
Reg. No : 60800108022
Title : Study of Public Participation in Spatial Planning of Baubau
This paper discusses the writing of Public Participation in Spatial Planning of
Baubau. The main problem addres sedis what factors in fluence community
participationin the preparation of spatial plans of Baubau and What mechanisms and
procedures forspatial planning in the City Baubau. The purpose of this study is
identify the factors that in fluence the community participation in the preparation of
spatial plans of Baubau and identify mechanisms and procedures for spatial planning
in the City Baubau. Processing of the data analysis method that analyzes the
quantitative approach to calculating, comparing some of the data using a
mathematical approach, namely Analysis Chi-Square (X2).Based on the analysis of
the level of education, level of in come, residence status and socialization. The results
of the analysis can be concluded that the role of the masyaarakatin the preparation of
spatial plans of Baubau less well in ferred from the lack of socialization of the
government to the people, lack of knowledge and awareness of the importance of
spatial planning it self.
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Judul : Studi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau
Penulisan Skripsi ini membahas tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau. Permasalahan pokok
yang dibahas adalah Faktor- faktor apa yang mempengaruhi peran serta
masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Baubau dan
Bagaimana mekanisme dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah di
Kota Baubau. Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi peran  serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang
wilayah Kota Baubau dan mengidentifikasi mekanisme dan prosedur penyusunan
rencana tata ruang wilayah di Kota Baubau. Pengolahan data yang digunakan
metode analisis yaitu analisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menghitung,
membandingkan beberapa data yang menggunakan pendekatan matematis, yaitu
Analisis Chi-Kuadrat (X2). Berdasarkan analisis terhadap tingkat pendidikan,
tingkat pendapatan, status tempat tinggal dan sosialisasi. Hasil analisis tersebut
dapat disimpulkan bahwa peran serta masyaarakat dalam penyusunan rencana tata
ruang wilayah Kota Baubau kurang baik dilihat dari masih kurangnya sosialisasi
yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, kurangnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat akan pentingnya rencana tata ruang itu sendiri.
Kata Kunci : Peran Serta Masyarakat
ABSTRACT
Name : Muh. Arif Ridwan
Reg. No : 60800108022
Title : Study of Public Participation in Spatial Planning of Baubau
This paper discusses the writing of Public Participation in Spatial Planning
of Baubau. The main problem addres sedis what factors in fluence community
participationin the preparation of spatial plans of Baubau and What mechanisms
and procedures forspatial planning in the City Baubau. The purpose of this study
is identify the factors that in fluence the community participation in the
preparation of spatial plans of Baubau and identify mechanisms and procedures
for spatial planning in the City Baubau. Processing of the data analysis method
that analyzes the quantitative approach to calculating, comparing some of the data
using a mathematical approach, namely Analysis Chi-Square (X2).Based on the
analysis of the level of education, level of in come, residence status and
socialization. The results of the analysis can be concluded that the role of the
masyaarakatin the preparation of spatial plans of Baubau less well in ferred from
the lack of socialization of the government to the people, lack of knowledge and
awareness of the importance of spatial planning it self.
Keyword :Public Participation
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu unsur penting dalam pembangunan adalah penataan ruang.
Penataan ruang merupakan salah satu perangkat kebijakan pembangunan yang
strategis, baik secara nasional maupun daerah. Penataan ruang dilakukan
dalam berbagai bentuk, misalnya menyusun rencana garis besar kota dan
rencana induk kota, wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri,
tata guna kesepakatan, dan sebagainya. Dalam upaya tersebut telah digunakan
berbagai kriteria, baik sektoral maupun regional.
Penataan ruang menjadi sangat penting sejalan dengan pertumbuhan  yang
semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk yang cepat menuntut penggunaan
lahan yang lebih luas mengikuti aktivitas social dan ekonomi yang meningkat
pula. Kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat yang semakin dinamis
pada akhirnya dapat menimbulkan konflik penggunaan lahan yang makin
rumit dan semakin sulit diatasi, sehingga mengakibatkan berbagai masalah
social budaya.
Paradigma baru penataan ruang di perkotaan saat ini, adalah pelibatan
peran serta masyarakat dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang kota.
Sehingga pola pemanfaatan ruang kota yang di tetapkan tersebut dapat
menghindari timbulnya masalah terutama perampasan hak masyarakat dalam
kebebasan memanfaatkan ruang kota.
2Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada firman Allah :
Terjemahnya :
“Dan bagi orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan-nya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami
berikan kepada mereka”.(AsySyura, 42:38)
Isi kandungan dari Al Qur’an Surah Asy Syuraa ayat 38 adalah selain
untuk beribadah kepada Allah, manusia juga dianjurkan apabila dalam
melakukan suatu kegiatan untuk kepentingan orang banyak harus senantiasa
diselesaikan dengan cara musyawarah. Seperti yang telah dianjurkan oleh
Rasulullah SAW bahwa dalam menyelesaikan segala persoalan/urusan harus
senantiasa bermusyawarah, selain masalah-masalah yang telah ditentukan oleh
AllahSWT. Seperti halnya dengan urusan mengenai penyelenggaraan
penataan ruang perkotaan, maka harus selalu dimusyawarahkan bukan hanya
dalam lingkup aparat pemerintahan saja, akan tetapi harus melibatkan seluruh
masyarakat dan juga lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Sehingga produk
Rencana Tata Ruang yang dihasilkan sejalan dengan keinginan seluruh
mayarakat.
Saat ini yang sering menjadi permasalahan penataan ruang adalah berupa
ketidak pedulian masyarakat (publik) dalam penyelenggaraan penataan ruang
dan adanya sikap acuh dan kurang memahami esensi penataan ruang itu
sendiri. Hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam
penyelenggaraan penataan ruang. Masyarakat adalah subyek dari proses
3pembangunan sedangkan pemerintah pemberi arah dan fasilitator. Jika subyek
tidak berperan secara baik maka proses pembangunan tidak akan berhasil.
Ketaatan masyarakat pada rencana tata ruang sangat diperlukan demi
suksesnya tujuan penataan ruang. Dan ketaatan membutuhkan prasyarat harus
memahami apa dan bagaimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di
mana masyarakat tersebut tinggal.
Issulainnya yang sangat penting dan banyak menjadi perdebatan public
adalah mengenai konflik penggunaan lahan, khususnya antara penggunaan
lahan permukiman dengan penggunaan lahan untuk kawasan lindung.
Bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa kawasan perkotaan setiap
tahunnya merupakan salah satu fakta yang menunjukan tidak adanya
keterlibatan masyarakat dalam proses penataan ruang di daerah perkotaan.
Dalam Al Qur’an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang tejadi di
dunia tidak lepas dari kegiatan manusia itu sendiri sebagai Khalifah, manusia
yang merusak lingkungannya akan membawa bencana pada manusia dan
sekitarnya, dapat dilihat firman Allah :
Terjemahnya:
“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan
yang benar)”.(ArRuum, 30 : 41)
4Isi kandungan dari Al Qur’an surah Ar Ruum ayat 41 adalah Manusia
diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah Allah di bumi. Sebagai khalifah di bumi,
manusia bertugas mengurus dan mengelola bumi ini agar menjadi makmur dan
diambil manfaatnya. Sebagai pengelola bumi, manusia diberi karunia berupa
akal, sehingga dapat hidup bermasyarakat dan berkebudayaan dan dapat
memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam ini.
Terkadang pemanfaatan terhadap alam tidak diiringi dengan pelestarian
terhadapnya. Hutan digunduli dengan seenaknya, buang sampah sembarangan,
dan lain-lain. Sehingga hal ini menimbulkan suatu bencana yang terkadang
mengancam nyawa manusia itu sendiri.
Penyertaan peran serta masyarakat dalam penataan ruang merupakan hal
yang tidak dapat dihindari. Tujuan perencanaan saat ini adalah meningkatkan
keadilan social dan lingkungan yang berkelanjutan.
Menurut Narayan (1995), partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
adalah :
“salah satu wujud pembangunan berbasis masyarakat (community based
development). Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan
berbasis masyarakat, antara lain strategi yang digunakan untuk mendorong
partisipasi, keberadaan (eksistensi) masyarakat, ketepatan teknologi dan
kebutuhan masyarakat, strategi dan kepekaan agen, serta dukungan
kebijakan”.
Sebuah perencanaan yang responsive menurut Mc. Connel (1981) adalah :
“Proses pengambilan keputusan tentang perencanaan tata ruang yang
tanggap pada preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial
terkena dampak apabila perencanaan tersebut di implementasikan. Untuk
mencapai perencanaan yang responsif, maka keterlibatan masyarakat harus
dilakukan sejak awal proses perencanaan itu sendiri yaitu sejak tahap
identifikasi permasalahan, aspirasi serta kebutuhan sampai dengan tahap
pelaksanaan rencana tata ruang”.
5Dengan adanya proses pelibatan masyarakat mulai dari tahap
perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang akan muncul
suatu system evaluasi dari kegiatan penataan ruang yang telah dilakukan dan
menjadi masukan bagi proses penataan ruang selanjutnya.
Ketentuan mengenai keterlibatan masyarakat telah diatur oleh pemerintah
dalam Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2007 pasal 65 tentang Penataan
Ruang, yaitu :
“peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui;
partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendaliaan pemanfaatan ruang”.
Hal ini juga sebagai upaya mengantisipasi dan menjaga kesinambungan
pembangunan. Penguatan peran serta masyarakat yang telah ada tersebut,
seharusnya dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghindari
penyimpangan-penyimpangan yang kerap terjadi akibat produk suatu rencana
tata ruang di daerah perkotaan.
Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun rencana yang
sifatnya rinci, maka prosesnya harus senantiasa melibatkan masyarakat,
seperti telah diatur dalam PP No. 68/2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
Dalam perundangan tersebut di amanatkan bahwa untuk penyelenggaraan
penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikut sertakan peran
serta masyarakat. Peran dan keikut sertaan masyarakat dalam melaksanakan
dan mengamankan aturan tersebut amat sangat penting artinya karena hasilnya
akan dinikmati kembali oleh masyarakat di wilayahnya.
6Dinamika penataan ruang perkotaan yang terjadi saat ini yaitu masih
banyaknya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan
penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah setempat, padahal penataan
ruang tersebut mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ada. Ini
mungkin saja terjadi akibat pada saat penyusunan Rencana Tata Ruang
tersebut kurang dilibatkannya peran serta masyarakat, sehingga terjadi
penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penataan ruang tersebut.
Berdasarkan hal diatas, maka kami melakukan penelitian tentang Studi
Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan RTRW Kota Baubau.
B. Rumusan Masalah
Dari penjabaran latar belakang pengambilan judul di atas, maka
permasalahan yang ingin dijawab adalah :
- Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi Peran Serta Masyarakat Kota
Baubau dalam Penyusunan RTRW ?
- Bagaimana Mekanisme dan Prosedur Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah di Kota Baubau?
C. Tujuan
Penelitian tentang Studi Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan
RTRW Kota Baubau ini bertujuan ;
1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta
masyarakat dalam penyusunan RTRW KotaBaubau.
2. Untuk mengidentifikasi Mekanisme dan Prosedur penyusunan RTRW di
Kota Baubau.
7D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah KotaBaubau
untuk mendapatkan informasi dalam menentukan arah pembangunan kota
yang sejalan dengan keinginan masyarakat di masa datang, serta menjadi
bahan masukan kepada penelitian serupa.
E. Ruang Lingkup Penelitian
Kajian terhadap penelitian ini meliputi ; keterlibatan masyarakat pada
proses penyusunan rencana tata ruang wilayah kota tersebut. Jadi batasan
kajian yang dilakukan akan melihat bagaimana peran serta masyarakat dalam
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau.
F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini pembahasan dilakukan dengan sistematis guna
memudahkan dalam penulisan, dimana sistematika pembahasan adalah
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan :
Mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, maksud dan
tujuan penulisan, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, serta
sistematika pembahasan.
Bab II Tinjuan Pustaka :
Menguraikan tentang kajian teoritis yang terdiri dari batasan pengertian,
pengertian ruang, pengertian kota/perkotaan, pengertian Penataan Ruang,
peran serta masyarakat, serta pengertian-pengertian yang mendukung
tinjauan ini.
8Bab III Metodologi Penelitian :
Pada bagian ini akan menjelaskan secara rinci tentang waktu dan tempat
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode
analisis serta kerangka pembahasan.
Bab IV Gambaran Umum
Pada bab ini akan di bahas gambaran umum Kota Baubau dan gambaran
umum KecamatanWolio (kondisi fisik wilayah, aspek kependudukan).
Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan :
Membahas materi penelitian yang mencakup hasil penelitian yang
kemudian dianalisis dengan metode Chi-kuadrat dan dilengkapi dengan
konversi koofisien kontingensi dalam Indeks Kuatnya Hubungan (IKH)
untuk mengetahui hubungan variabel-variabel yang berhubungan dengan
peran serta masyarakat dalam penataan ruang Kota Baubau.
Bab VI Kesimpulan dan Saran :
Membahas rangkuman kesimpulan serta saran-saran sebagai Output dari
hasil penelitian yang telah dilakukan yang dimaksudkan sebagai masukan
kepada pemerintah Kota Baubau dalam pelaksanaan penataan ruang kota.
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TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Peran Serta Masyarakat
Secara umum peran serta didefinisikan dengan ikut serta atau
mengambil bagian. “The taking part in one or more phases of the
process” atau peran serta berarti mengambil bagian dalam suatu tahap atau
lebih dari suatu proses, dan proses yang dimaksud disini tentunya adalah
pembangunan. Berbeda dengan pendapat tersebut, Davis dalam Maria
(2000 : 10) mengemukakan bahwa peran serta:
“as mental and emotional involvement of person in a group
situation wich encourages him to contribute group goal and share
responsibility in them”.
Dalam pengertian ini dapat dijabarkan dalam tiga arti pokok yaitu;
a. Peran serta merupakan keterlibatan mental dan emosional.
b. Peran serta menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan
atau tujuan.
c. Peran serta merupakan tanggung jawab terhadap kelompok.
Menurut Mubyarto (1984 : 20) mendefinisikan peran serta sebagai:
“kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai
kemampuan  setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri.
Selajutnya ia mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam
kegiatan bersama”.
Hoofsteede (dalam Khairuddin, 1992:124-125) menyatakan bahwa:
“peran serta berarti ikut mengambil bagian dalam satu tahap atau lebih dari
suatu proses. Terkandung makna dalam peran serta terdapat proses
tindakan pada suatu kegiatan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dengan
kata lain, ada keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan
untuk mengambil bagian”.
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Peran serta masyarakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan atau
hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap
identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan
pelaksanaan berbagai kegiatan (Panudju,1999:69-71).
Sekalipun masih sulit kesepakatan para ahli dalam pengukuran
bentuk peran masyarakat dalam pembangunan, namun pengertian dari
mubyarto  tersebut menggambarkan interpretasi yang lebih luas yaitu “ikut
serta” tanpa mengorbankan diri sendiri.
B. Bentuk Peran Serta Masyarakat
Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan dari
proses perencanaan sampai dengan operasi pembangunan tersebut (Slamet,
1993). Peran Serta Masyarakat dalam proses perencanaan merupakan
suatu pelibatan masyarakat yang paling tinggi. Karena dalam proses
perencanaaan masyarakat sekaligus diajak turut membuat keputusan.
Menurut Soedrajat (2000:5) kontribusi peran serta berupa:
“bantuan sumbangan berbentuk gagasan, tenaga dan materi dalam proses
perencanaan pengelolaan adalah :
a. Pemberian informasi, saran, pertimbangan dalam penyusunan strategi
pengelolaan.
b. Pemberian sumbangan spontan berupa uang dan barang.
c. Pengidentifikasian sebagai potensi dan masalah pembangunan
termasuk bantuan.
d. Untuk memperjelas hak atas perencanaan pengelolaan.
e. Pemberian sumbangan kerja dalam merumuskan perncanaan
pengelolaan.
f. Bantuan tenaga ahli.
g. Bantuan penrdanaan
h. Bantuan proyek yang sifatnya berdikari.
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Selanjutnya menurut Slamet (1993), bahwa:
“peran serta dalam pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada
sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas-aktivitas real
yang merupakan perwujudan program-program yang telah digariskan di
dalam kegiatan-kegiatan fisik”.
Peran serta masyarakat itu sangat tergantung pada situasi dan
kondisi yang berada karena keadaan alam, kemampuan berpikir dan
budaya hidupnya. Menurut Hamijoyo dan Iskandar yang dikutip Pasaribu
dan Simanjuntak dalam Huraerah (2008 : 102-103) mengatakan bahwa ada
beberapa bentuk peran serta, antara lain :
a. Peran serta buah pikiran/ide, yang diberikan partisipan pada
pertemuan atau rapat
b. Peran serta tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan
untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan orang lain dan
sebagainya
c. Peran serta harta benda, yang diberikan orang dalam brerbagai
kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan orang
lain dan sebagainya.
Dengan demikian, menurut Schubeler (1996 : 32):
“peran serta lebih merupakan proses bukan produk, berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari masyarakat, peran serta dapat dilakukan oleh pihak
lain dan pentingnya unsur kesediaan masyarakat”.
C. Tingkat Peran Serta Masyarakat
Arnstein  dalam Hadi (1999) menggolongkan tingkat peran serta
masyarakat dalam program pembangunan menjadi 8 tingkatan berdasarkan
kadar kekuatan masyarakat dalam memberikan pengaruh perencanaan atau
yang lebih dikenal dengan 8 jenjang peran serta masyarakat (eight rungs
on the ladder of citizen participation), yaitu :
“manipultion atau manipulasi, therapy atau penyembuhan, informing atau
pemberian informasi, consultation atau konsultasi, placation atau
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penunjukan, partnership atau kemitraan, delegated power atau pelimpahan
kekuasaan dan citizen control atau masyarakat yang mengontrol”.
Selanjutnya Hadi (1999) menerangkan bahwa pada tingkat paling
bawah manipulation dan therapy disimpulkan sebagai tingkat bukan peran
serta. Tujuan pada tingkat ini untuk “mendidik” dan “mengobati” peserta
dalam peran serta. Tingkat informing dan consultatión disebut tokeinisme
atau sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar
dan memilki hak untuk memberikan suara, namun  pendapat mereka
belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan.
Tingkat placation dipandang sebagai tokeinisme yang lebih tinggi
dimana masyarakat memiliki hak memberikan advice tetapi kekuasaan
pengambilan keputusan tetap ditangan pemrakarsa kegiatan. Pada tingkat
partnership masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi dan terlibat
trade-off para pemegang kekuasaan. Pada tingkat delegated power dan
citizen control, masyarakat memiliki kekuatan mayoritas untuk mengambil
keputusan.
Dari tipologi yang diajukan oleh Arnstein dikelompokkan dalam 3
kelompok besar secara ringkas yaitu :
a. Tidak ada peran serta sama sekali atau non participation, yang
meliputi manipulation dan therapy.
b. Peran serta masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa
ketentuan atau degrees of tokenism, meliputi informing, consultation
dan placation.
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c. Peran serta masyarakat dalam bentuk mempuyai kekuasaan atau
degrees of citizen power, meliputi partnership, delegated power dan
citizen power.
D. Urgensi Peran Serta Masyarakat
Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999
tentang Peranan Masyarakat Sebagai Pelaku Utama dalam Pembangunan,
menegaskan bahwa:
“peran serta masyarakat merupakan sentral point dalam pembangunan.
Sebagai sentra point mutlak diperlukan untuk mempengaruhi arah
pelaksanaan setiap program pembangunan. Pendekatan yang paling sesuai
untuk melibatkan mereka yaitu melalui pendekatan dari bawah keatas
(Bottom-up Approach). Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat
memperoleh banyak manfaat baik secara mikro maupun makro”.
Secara mikro; arti penting peran serta masyarakat adalah :
1. Dapat mewujudkan tujuan-tujuan masyarakat secara demokratis melalui
pemecahan berbagai masalah yang timbul.
2. Dapat meningkatkan perasaan ikut memiliki setiap program
pembangunan yang dijalankan.
3. Dapat mengontrol keputusan-keputusan yang mempengaruhi nasib
mereka.
4. Dapat merupakan strategi untuk mendidik, mengembangkan keahlian,
dan memperoleh pengetahuan baru.
5. Dapat mempertemukan keinginan-keinginan bersama dengan
pemerintah.
6. Dapat meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri, sesama
anggota masyarakat dan terhadap lingkungannya.
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Secara makro, arti penting peran serta masyarakat adalah akan
terbentuk nilai yang menjiwai masyarakat secara kolektif. Nilai kolektif
tersebut akan merupakan nilai sosial sebagai hasil internalisasi dari
pribadi-pribadi yang berlaku umum.
Menurut Rukmana dkk dalam Maria, (2000: 15), bahwa alasan
peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan
perkotaan sangat penting dan secara garis besar dibagi menjadi dua
kelompok :
“Pertama; alasan-alasan yang mengacu pada masyarakat yaitu bahwa
masyarakat berhak untuk ikut terlibat dalam hal-hal yang menyangkut
kehidupan mereka, berhak terlibat dalam keputusan-keputusan bagi
keberadaan mereka sehari-hari dan masa depan mereka. Kedua; alasan
yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi, yaitu bahwa jika
masyarakat benar-benar diberi kesempatan dan haknya untuk terlibat
secara aktif dalam pembangunan perkotaan, pembangunan diperkirakan
akan berlangsung secara efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan
“efektif dan efisien” adalah tujuan-tujuan tertentu (misalnya peningkatan
kualitas atau pemanfaatan dan pemeliharaan ruang yang lebih baik) dapat
benar-benar tercapai”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan terlibatnya
masyarakat dalam proses pembangunan khususnya pembangunan
perkotaan, maka disamping memberikan kontribusi dalam upaya
pemanfaatan sebaik-baiknya sumber dana yang terbatas, juga menjamin
penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang di
rencanakan dalam lingkungan kota.
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E. Penguatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
Tantangan terbesar dalam proses penataan ruang kota adalah
bagaimana memberdayakan atau menguatkan peran serta masyarakat agar
mampu memenuhi tujuan untuk menciptakan kondisi pembangunan kota
yang sehat, aman, serasi, dan produktif tanpa merusak lingkungan hidup
dan merugikan masyarakat perkotaan secara umum. Untuk itu, masyarakat
perlu diperkenalkan pengertian tentang penataan ruang, diberikan akses
dan stimulant, ditumbuhkan rasa peduli dan rasa tanggungjawab, yang
pada akhirnya memunculkan bentuk partisipasi atas kehendak masyarakat
sendiri sebagai benteng terakhir pengendali pemanfaatan ruang.
Di dalam Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang,
pasal 65, disebutkan bahwa
”peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui;
partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendaliaan pemanfaatan ruang”.
Selanjutnya, pada pasal 60, setiap orang berhak untuk :
a. Mengetahui rencana tata ruang.
b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang tinbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang.
d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
diwilayahnya.
e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang
berwenang.
f. Mengajukan  gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
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Selain hak-hak di atas, melekat pula kewajiban masyarakat dalam
penataan ruang seperti ditegaskan dalam pasal 61 UU No.26/2007, yakni:
a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang.
c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin persyaratan
pemanfaatan ruang.
d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
F. Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Peran Serta Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam program-program pembangunan
oleh banyak faktor. Mubyarto dan Kartodirjo dalam Maria, (2000 : 25),
mengemukakan bahwa :
”faktor-faktor itu mengandung banyak variabel yang mempengaruhi
derajat peran serta masyarakat dalam berbagai program pembangunan;
variabel-variabel tersebut dijabarkan dalam faktor-faktor yaitu faktor
sosial ekonomi mencakup variabel tingkat pendidikan, tingkat pendapatan,
status pemilikan lahan dan penguasaan lahan/tanah, jumlah tanggungan
keluarga, jumlah tenaga kerja keluarga dan tingkat kesehatan. Faktor sosial
budaya mencakup variabel norma, nilai, kepercayaan, pengetahuan dan
simbol. Faktor teknologi mencakup cara-cara dan alat-alat yang digunakan
dan pelayanan penyuluhan (sosialisasi). Faktor policy pemerintah
mencakup variabel sikap koordinatif, kepemimpinan lembaga sosial,
pendekatan untuk memotivasi masyarakat, tingkat kebebasan untuk
menyatakan pendapat dan keinginan-keinginan masyarakat.
Selanjutnya bahwa pengurusan berbagai kepentingan yang
berhubungan dengan aparat birokrasi membutuhkan suatu proses dan
pelayanan yang baik dari aparat pemerintah. Pelayanan yang cepat yang
dilayani secara otomatis akan memotivasi masyarakat untuk menyuseskan
suatu program atau aturan. Dengan demikian menurut Moenir dalam
Maria, (2000: 26) efektifitas pelayanan merupakan faktor yang turut
mempengaruhi peran serta masyarakat.
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1. Pendidikan
Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan dalam arti
spesifik yaitu pendidikan formal yang secara resmi dan melembaga baik
yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta, yang dilaksanakan
melalui suatu proses secara berjenjang/bertingkat.
Tingkat atau jenjang pendidikan mengindikasikan prasyarat
kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang disertai
dengan pengembangan nilai-nilai dan sikap kualitas hidup.
Tinggi rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan
berpengaruh terhadap sikap perilaku/persepsi seseorang, sebagaimana
dikemukakan bahwa dengan pendidikan yang baik seseorang dapat
dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain dan cepat tanggap
terhadap inovasi. (Tjokroamidjojo dan Slamet dalam maria, 2000: 26)
Dengan demikian, maka diasumsikan bahwa semakin tinggi
jenjang pendidikan seseorang maka semakin mudah menerima inovási
dan menyadari serta termotivasi untuk melaksanakannya.
2. Pendapatan
Pendapatan merupakan hasil/upah yang diperoleh atau yang
dinilai dengan uang. Kadirah dalam Maria, (2000: 27) mendefinisikan
pendapatan sebagai :
“penghasilan berupa uang/gaji, biaya, sewa, deviden, keuntungan dan
merupakan suatu arus uang yang diukur dalam bidang waktu tertentu”.
Pengertian di atas mengandung makna bahwa pendapatan tidak
terbatas pada upah/gaji semata, akan tetapi dapat berupa hasil sewa,
deviden, maupun keuntungan dari suatu usaha.
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Tinggi rendahnya tingkat pendapatan seseorang sangat
ditentukan oleh pekerjaan yang ditekuninya. Pendapatan sangat urgen
bagi seorang warga masyarakat yang ingin menjalani hidup dan
kehidupannya, pengaruh tingkat pendapatan dapat terlihat pada
kepedulian seseorang dalam mengikuti segala aktifitas yang dilakukan
lingkungan sekitarnya. Kepedulian yang dimaksudkan adalah kepekaan
masyarakat dalam melihat suatu proses perncanaan terutama pada
kebijakan pemanfaatan ruang khususnya ruang kota tempat tinggalnya.
3. Status Tempat Tinggal
Salah satu ciri sosial ekonomi penduduk berkaitan erat dengan
lamanya tinggal seseorang dalam lingkungan permukiman dan lamanya
tinggal ini akan mempengaruhi orang untuk bekerja sama serta terlibat
dalam kegiatan bersama. Dalam lingkungan perumahan seperti
disebutkan Turner (dalam Panudju, 1999:10) :
“tanpa kejelasan tentang status kepemiikan hunian dan lahannya
seseorang  atau sebuah keluarga akan selalu tidak merasa aman
sehingga mengurangi minat mereka untuk memelihara lingkungan
tempat tinggalnya”.
Dalam hal ini status hunian seseorang akan berpengaruh pada
tingkat peran sertanya dalam kegiatan bersama untuk memperbaiki
lingkungan dan juga penataan ruang kota.
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3. Sosialisasi
Sosialisasi merupakan aktifitas memperkenalkan baik itu aturan,
program atau kebijaksanaan dan sebagainya kepada masyarakat. Mc
Gee dalam Maria, (2000 : 29), mengemukakan bahwa :
“peran serta masyarakat sangat tergantung pada kesedian informasi
yang disalurkan ke atas atau ke bawah. Informasi yang disalurkan ke
atas, umumnya berupa masukan bagi atasan untuk memperbaiki,
menyempurnakan dan atau membuat keputusan baru; sedangkan
informasi yang disalurkan ke bawah umumnya berupa penjelasan
tentang tugas/program, kebijaksanaan, peraturan dan sejenisnya
(sosialisasi Perda mengenai Rencana Tata Ruang Kota termasuk dalam
jenis komunikasi ini)”.
Selanjutnya disebutkan bahwa idealnya informasi harus
mengalir dengan bebas diantara empat tingkatan yang berbeda yaitu :
individu, rumah tangga, masyarakat dan negara. Semakin banyak
informasi yang mengalir di antara empat tingkatan tersebut, maka
semakin memungkinkan pula masyarakat untuk dapat berperan serta.
Ditambahkan pula bahwa sistem komunikasi dan informasi antara
masyarakat dengan pemerintah juga turut berpengaruh terhadap proses
tersebut, karena melalui sistem ini yakni dengan adanya informasi yang
jelas kepada masyarakat dan pengertian yang mudah dicerna serta
motivasi mengenai pentingnya peran serta.
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Upaya untuk menyalurkan informasi dalam rangka
mensosialisasikan peraturan atau program, tentunya harus berlangsung
dalam suatu suasana komunikasi yang komunikatif antara komunikator
dan komunikan. Menurut Effendi dalam Maria, (2000 : 30) :
“menyalurkan suatu informasi dapat dilakukan secara langsung (face to
face) maupun tidak langsung (melalui media)”.
Penyaluran informasi yang dilakukan secara langsung yaitu
berupa pemberian penjelasan secara langsung kepada seseorang atau
sekelompok orang dalam bentuk penjelasan ceramah atau penyuluhan.
Sedangkan penyaluran informasi dengan media antara lain radio,
televisi, surat kabar dll.
Penyaluran informasi baik melalui pelayanan penyuluhan
maupun menggunakan media tersebut di atas, sama-sama bertujuan
untuk menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat dari
program/kebijaksanaan atau peraturan yang telah ditetapkan agar
masyarakat dapat mengetahui, mengerti dan memahaminya. Dengan
proses tersebut , maka suatu produk Rencana Tata Ruang Kota dapat
diterima dan sekaligus mendorong kelancaran dari apa yang menjadi
ketetapan.
Penggunaan media dalam proses sosialisasi hendaknya
diperhatikan efektifitasnya agar mudah diterima masyarakat. Mubyarto
dan Kartodirdjo S dalam Maria, (2000: 30) dalam ringkasan hasil
penelitiannya mengatakan bahwa :
21
“menyampaikan pesan melalui media dan penyuluhan lokal sangat
mempengaruhi, menyampaikan pesan melalui forum lebih efektif dari
pada menggunakan media massa. Pesan yang disampaikan melalui
media massa masih memerlukan perantara agar mudah diterima”.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam
rangka mensosialisasikan kebijakan Rencana Tata Ruang Kota, melalui
forum penyuluhan semata atau media massa dan dikuti dengan
penyuluhan akan lebih mudah dimengerti oleh masyarakat dan
selanjutnya mau melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
G. Pengertian Kota
Secara umum kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat
bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah dan lain-lain.
Kota berasal dari kata urban yang mengandung pengertian kekotaan atau
perkotaan. Kekotaan menyangkut sifat-sifat yang melekat pada kota dalam
artian fisikal, sosial, ekonomi, budaya. Perkotaan mengacu pada areal yang
memiliki suasana penghidupan dan kehidupan modern yang menjadi
wewenang pemerintah kota.
Menurut Amos Rappoport dalam Mirsa, (2012 : 11) yaitu :
“kota suatu perrmukiman heterogen dari segi sosial.secara modern dapat di
definisikan suatu permukiman dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota
tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang efekti melalui
pengorganisasianruang dan hirearki tertentu”.
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H. Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan,
dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
kelangsungan hidupnya. Agar pemanfaatan ruang dapat memenuhi
kebutuhan semua pihak secara adil, menghindari persengketaan serta
menjamin kelestarian lingkungan, dibutuhkan penataan ruang. Penataan
Ruang merupakan sebuah proses perencanaan (penyusunan rencana) tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang..
Pada dasarnya penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib
pemerintah daerah, baik daerah pemerinah provinsi maupun pemerintah
daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pasal 12 , UU No. 24 Tahun 1992 :
“penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta
masyarakat. Dengan demikian, di wilayah kotamadya, walikota memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan penataaan ruang, melalui instansi
pemerintah terkait”.
Proses penataan ruang memiliki beberapa pola pikir yang telah
diterapkan oleh para pelaku pembangunan secara statis menjadi pola pikir
pembangunan secara dinamis. Pendekatan secara konvensional memiliki
beberapa kelemahan yaitu masih terlalu dominanya peran pemerintah
sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak dapat tertampung
serta terpenuhi secara baik dan lengkap.
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Adapun beberapa karakteristik dalam sifat dan metodeproses dari
perencanaan secara konvensional adalah :
1. top down,
2. linier,
3. hierarkis,
4. berurutan/estafet,
5. umum dan mengikat
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan dalam rangka menyusun
sebuah rencana, atau proses yang akan menghasilkan sebuah rencana.
Dalam pasal 1, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasioanal :
“perencanaan didefinisikan sebagai proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan yang pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang melibatkan berbagai aspek yang
terkait secara konprehensif dalam upaya mencapai tujuan pembangunan,
yaitu kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Proses tersebut meliputi
berbagai tahapan, yaitu identifikasi, análisis dan síntesis berbagai aspek
pembangunan yang berkaitan”.
Dalam penataan ruang kota tiga hal yang perlu diperhatikan
sebagai guidelines dalam menata ruang, antara lain:
1. Perencanaan Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang disusun dengan perspektif menuju
keadaan masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data,
informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dapat digunakan.
Serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan disetiap sektornya.
Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara
24
dinamis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring
dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana tata ruang
yang telah disusun agar tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan
perkambangan keadaan, maka rencana tata ruang tersebut dapat
ditinjau kembali dan atau disempurnakan secara berkala.
Perencanaan tata ruang merupakan salah satu bentuk
perencanaan pembagunan. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu
proses kegiatan dalam rangka menyusun rencana tata ruang, yaitu
suatu dokumen rencana yang mengatur penggunaan ruang (spasial),
untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang tertentu
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Perancanaan tata ruang
mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang
sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Di dalam perencanaan
tata ruang tercakup proses bagaimana mendistribusikan tindakan
manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan hidupnya( Iskandar,
1998).
Di indonesia, rencana tata ruang dapat dibedakan dalam 3
tingkatan rencana, yaitu :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
(RTRWP)
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II (RTRW Kab/Kota).
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Adapun rencana tata ruang kawasan perkotaan dan pedesaan
merupakan bagian RTRW Kab/Kota. Penyelenggaraan penataan ruang
kawasan perkotaan dan pedesaan dilakukan untuk beberapa hal
berikut :
a. Mencapai tata ruang kawasan yang optimal, serasi, selaras dan
seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia.
b. Meningkatkan fungsi kawasan secara serasi, selaras dan seimbang
antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan
masyarakat.
c. Mengatur pemanfaatan ruang guna meningkatkan kemakmuran
rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif
terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan
sosial.
2. Pemanfaatan Ruang
Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program kegiatan
pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka
waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan
ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program
kegiatan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan
masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuia
dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
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Dinamika dalam pemanfaatan ruang tersebut dapat dilihat dari
beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak-ukur, diantaranya
adalah :
Perubahan nilai sosial akibat rencana tata ruang;
Perubahan nilai tanah dan sumber daya alam lainnya;
Perubahan status hukum tanah akibat rencana tata ruang;
Dampak terhadap lingkungan;
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang
dilakukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban
pemanfaatan ruang. Pengawasan yang dimaksud adalah usaha untuk
menjaga kesesuain pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang. Penertiban dalam ketentuan ini
adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang
direncanakan dapat terwujud sesuai dengan ketetapan.
Penertiban adalah tindakan menertibkan yang dilakukan
melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran atau
kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang, mengenai sanksi yang dapat terkena
dalam hal ini tercantum di dalam UU No. 26 Tahun 2007, dan PP No.
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
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Adapun beberapa ketentuan sanksi yang berlaku dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Sanksi Pidana dalam Hal Pelanggaran terhadap Pemanfaatan
Ruang
PASAL UNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANA
69 ayat
(1)
 Tidak menaati rencana tata ruang; dan
 Mengakibatkan perubahan fungsi
ruang.
 Penjara paling lama 3
tahun dan denda
paling banyak Rp 500
juta
69 ayat
(2)
 Tidak menaati rencana tata ruang;
 Mengakibatkan perubahan fungsi
ruang;
 Mengakibatkan kerugian terhadap
harta benda atau rusaknya barang.
 Penjara paling lama 8
tahun dan denda
paling banyak Rp 1,5
miliar
69 ayat
(3)
 Tidak menaati rencana tata ruang;
 Mengakibatkan perubahan fungsi
ruang;
 Mengakibatkan kematian orang
 Penjara paling lama
15 tahun dan denda
paling banyak Rp 5
miliar
70 ayat
(1)
 Memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang
 Pidana penjara paling
lama 3 tahun dan
denda paling banyak
Rp 500 juta
70 ayat
(2)
 Memanfaatkan ruang tidak sesuai
dengan izin pemanfaatan ruang dari
pejabat yang berwenang;
 Mengakibatkan perubahan fungsi
ruang
 Pidana penjara paling
lama 5 tahun dan
denda paling banyak
Rp 1 miliar
70 ayat
(3)
 Memanfaatkan ruang tidak
sesuaidengan izin pemanfaatan ruang
dari pejabat berwenang;
 Mengakibatkan kerugian harta benda
atau kerusakan barang
 Pidana penjara paling
lama 5 tahun dan
denda paling banyak
Rp 1.5 miliar
70 ayat
(4)
 Memanfaatkan ruang tidak
sesuaidengan izin pemanfaatan ruang
dari pejabat berwenang;
 Mengakibatkan kematian orang
 Penjara paling lama
15 tahun dan denda
paling banyak Rp 5
miliar
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 Tidak mematuhi ketentuan yang
ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang
 Pidana paling lama 3
tahun dan denda
paling banyak Rp 500
juta
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 Tidak memberikan akses terhadap
kawasan yang oleh peraturan
perundang-undangan dinyatakan
sebai milik umum
 Pidana paling lama 1
tahun dan denda
paling banyak Rp 100
juta
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 Pejabat pemerintah penerbit izin;
 Menerbitkan izin tidak sesuai dengan
rencana tata ruang
 Pidana penjara paling
lama 5 tahun dan
denda paling banyak
Rp 500 juta
 Dapat dikenai pidana
berupa pemberhentian
tidak hormat dari
jabatannya
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I. Konsep Manusia sebagai Khalifah dalam Perspektif Al-Qur’an
1. Pengertian Khalifah
Khalifah (Arab: Khalīfah) adalah gelar yang diberikan
untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW
(570–632). Khalifah juga sering disebut sebagai Amīr al-Mu'minīn
( ) atau "pemimpin orang yang beriman", atau "pemimpin
orang-orang mukmin", yang kadang-kadang disingkat menjadi "amir".
Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan
pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum
syara'. Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan menjadi
milik umat, di mana dalam hal ini umat mewakilkan kepada seseorang
untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan Allah
juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum syara'
secara keseluruhan.
Hanya saja, para ulama mempunyai sudut pandang yang
berbeda-beda mengenai kedudukan Khalifah. Adanya perbedaan sudut
pandang inilah yang menyebabkan ada banyaknya definisi untuk
khalifah (mereka tidak meyepakati satu definisi tertentu untuk
khalifah).
Term khalīfah diungkapkan antara lain dalam QS. al-Baqarah:
2/30 sebagai penegasan Allah swt tentang penciptaan manusia untuk
menjadi pemimpin. Bentuk plural (jamak) term khalīfah tersebut
adalah khalāif sebagaimana dalam QS. Fāthir: 35/39.
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Secara etimologis, kata khalīfah berakar kata dengan huruf-
huruf khā, lām, dan fā', mempunyai tiga makna pokok, yaitu
mengganti, belakang, dan perubahan. Dengan makna seperti ini, maka
kata kerja khalafa-yakhlufu-khalīfah dipergunakan dalam arti bahwa
khalifah adalah yang mengganti kedudukan Nabi saw sebagai
pemimpin, khalifah adalah pemimpin di belakang (sesudah) Nabi saw,
khalifah adalah orang mampu mengadakan perubahan untuk lebih
maju dan mensejahterahkan orang yang dipimpinnya.
Menurut Abu al-A'la al-Maududi, khalifah adalah:
Bentuk pemerintahan manusia yang benar, menurut pandangan
Al-Quran, ialah adalah pengakuan negara akan kepemimpinan dan
kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan,
menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum
tertinggi kepada keduanya dan menyakini bahwa khilafahnya itu
mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah swt.
Pengertian lain secara terminologis, khalifah adalah pemimpin
tertinggi di dunia Islam yang menggantikan kedudukan Nabi saw
dalam mengurus agama dan pemerintahan Islam. Empat khalifah
pertama, Abū Bakar, 'Umar, Uśmān, dan 'Ali, masing-masing
berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama di masanya,
dan berperan memperluas wilayah pemerintahan Islam. Mereka juga
memiliki peranan spiritual yang tinggi terlihat dari usaha mereka
ketika menjabat khalifah. Karenanya mereka menerima gelar
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penghormatan khalīfah al-rāsyidūn (khalifah yang lurus). Beberapa
pemimpin umat Islam sesudah mereka, tetap meng-gunakan gelar
khalīfah.
Beberapa definisi khalifah menurut para ulama:
1. menurut, Imam Al-Mawardi (w. 450 H/1058 M), Khalifah
ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan
pengaturan urusan dunia
2. menurut, Imam Al-Baidhawi (w. 685 H/1286 M), Khalifah adalah
pengganti bagi Rasulullah SAW oleh seseorang dari beberapa
orang dalam penegakan hukum-hukum syariah, pemeliharaan hak
milik umat, yang wajib diikuti oleh seluruh umat .
3. menurut, Imam Al-Juwayni (w. 478 H/1085 M), Khalifah adalah
kepemimpinan yang bersifat menyeluruh (riyasah taammah)
sebagai kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan khusus dan
urusan umum dalam kepentingan-kepentingan agama dan dunia.
2. Fungsi & Peran Manusia sebagai Khalifah
Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua
predikat, yaitu sebagai hamba Allah (`abdullah) dan sebagai wakil
Allah (khalifatullah) di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia
adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya
hanya menyembah kepada-Nya dan berpasrah diri kepada-Nya. Tetapi
sebagai khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar, karena Allah
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Maha Besar maka manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi memiliki
tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar.
Sebagai khalifah, manusia diberi tangung jawab pengelolaan
alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta
memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Sebagai wakil Tuhan
manusia juga diberi otoritas ketuhanan; menyebarkan rahmat Tuhan,
menegakkan kebenaran, membasmi kebatilan, menegakkan keadilan,
dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati manusia. Sebagai
hamba manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia
memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi
kehidupan di muka bumi.
Oleh karena itu, manusia dilengkapi Tuhan dengan
kelengkapan psikologis yang sangat sempurna, akal, hati, syahwat dan
hawa nafsu, yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk
menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia, disamping juga
sangat potensil untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah
dibanding binatang.
Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Alquran terhadap
lingkungan bersumber dari fungi manusia sebagai khalifah.
Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan
sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung
arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan, agar setiap
makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak
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Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum
matang, atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti
tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan
penciptaannya. Ini berarti manusia dituntut untuk mampu
menghormati proses-proses yang sedang berjalan, dan terhadap semua
proses yang sedang terjadi.
Yang demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab,
sehingga ia tidak melakukan perusakan, bahkan dengan kata lain,
“Setiap perusakan terhadap lingkungan harus dinilai sebagai
perusakan pada diri manusia sendiri.” Binatang, tumbuhan, dan
benda-benda tak bernyawa semuanya diciptakan oleh Allah Swt. dan
menjadi milik-Nya, serta semua memiliki ketergantungan kepada-
Nya. Keyakinan ini mengantarkan sang Muslim untuk menyadari
bahwa semuanya adalah “umat” Tuhan yang harus diperlakukan
secara wajar dan baik.
Karena itu dalam Alquran ditegaskan bahwa :
Terjemahnya :
“Dan tidaklah binatang-binatang yang ada di bumi dan
burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan
umat-umat (juga) seperti manusia...” (QS. Al-An’am [6] : 38)
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Bahwa semuanya adalah milik Allah, mengantarkan manusia
kepada kesadaran bahwa apapun yang berada di dalam genggaman
tangannya, tidak lain kecuali amanat yang harus
dipertanggungjawabkan. “Setiap jengkal tanah yang terhampar di
bumi, setiap angin yang berhembus di udara, dan setiap tetes hujan
yang tercurah dari langit akan dimintakan pertanggungjawabannya,
manusia menyangkut pemeliharaan dan pemanfaatannya”, demikian
kandungan penjelasan Nabi Saw. tentang firman-Nya dalam
Alquran.
Terjemahnya :
“Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang
kemikmatan (yang kamu peroleh).” (At-Takatsur, [102]: 8)
Dengan demikian manusia bukan saja dituntut agar tidak
alpa dan angkuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, melainkan
juga dituntut untuk memperhatikan apa yang sebenarnya dikehendaki
oleh Pemilik (Tuhan) menyangkut apa yang berada di sekitar manusia.
Terjemahnya :
“Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta yang berada
di antara keduanya, kecuali dengan (tujuan) yang hak dan pada
waktu yang ditentukan” (QS Al-Ahqaf [46]: 3).
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Pernyataan Allah ini mengundang seluruh manusia untuk tidak
hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau bangsa,
dan jenisnya saja, melainkan juga harus berpikir dan bersikap demi
kemaslahatan semua pihak. Ia tidak boleh bersikap sebagai
penakluk alam atau berlaku sewenang-wenang terhadapnya.
Memang, istilah penaklukan alam tidak dikenal dalam ajaran Islam.
Istilah itu muncul dari pandangan mitos Yunani yang
beranggapan bahwa benda-benda alam merupakan dewa-dewa yang
memusuhi manusia sehingga harus ditaklukkan.
Yang menundukkan alam menurut Alquran adalah Allah.
Manusia tidak sedikit pun mempunyai kemampuan kecuali berkat
kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya.
Terjemahnya :
“Mahasuci Allah yang menjadikan (binatang) ini mudah bagi
kami, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk
itu.” (QS. Az-Zukhruf [43]: 13)
Jika demikian, manusia tidak mencari kemenangan, tetapi
keselarasan dengan alam. Keduanya tunduk kepada Allah, sehingga
mereka harus dapat bersahabat. Aquran menekankan agar umat Islam
meneladani Nabi Muhammad Saw. yang membawa rahmat untuk
seluruh alam (segala sesuatu). Untuk menyebarkan rahmat itu, Nabi
Muhammad Saw. bahkan memberi nama semua yang menjadi milik
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pribadinya, sekalipun benda-benda itu tak bernyawa. “Nama”
memberikan kesan adanya kepribadian, sedangkan kesan itu
mengantarkan kepada kesadaran untuk bersahabat dengan pemilik
nama.
Ini berarti bahwa manusia dapat memanfaatkannya dengan
sebaik-baiknya. Namun pada saat yang sama, manusia tidak boleh
tunduk dan merendahkan diri kepada segala sesuatu yang telah
direndahkan Allah untuknya, berapa pun harga benda-benda itu. Ia
tidak boleh diperbudak oleh benda-benda itu. Ia tidak boleh
diperbudak oleh benda-benda sehingga mengorbankan
kepentingannya sendiri. Manusia dalam hal ini dituntut untuk selalu
mengingat-ingat, bahwa ia boleh meraih apapun asalkan yang
diraihnya serta cara meraihnya tidak mengorbankan kepentingannya di
akhirat kelak.
3. Peran Serta Masyarakat dalam Menata Lingkungannya
Peran serta masyarakat merupakan suatu usaha untuk
menumbuhkan semangat untuk menumbuhkan semangat dan rasa
memiliki terhadap berbagai kegiatan pembangunan masyarakat
berdasar atas keterlibatannya dalam perencanaan,  pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan. Peran serta masyarakat sangatlah diperlukan
dalam hal pembangunan pada era sekarang ini. Baik itu dalam konteks
perencanaan, pembangunan sampai pada tahap evaluasi.
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Dalam hal peran serta masyarakat terhadap penjagaan kualitas
lingkungan dalam hal ini, islam telah menekankan bagaimana
pentingnya manusia atau masyarakat dalam hal lingkungan. Islam
telah mengatakan manusia adalah makhluk yang paling mulia yang
diberi mandat oleh Allah swt, untuk bermukim didunia untuk
membangun perikehidupannya. Fungsi manusia dimuka bumi ini
adalah sebagai khlifah atau penguasa yang dalam artian menjaga dan
mengatur alam dan lingkungannya. Sebagaimana Allah swt berfirman:
Terjemahnya:
“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di
bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang
lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-
Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan
sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Al
An’aam :165).
Manusia sebagai khalifah di bumi, wajib mengetahui tugas
kewajibannya. Hubungan dengan Allah, manusia ialah hamba yang
mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah semata-mata.
Hubungan dengan alam, manusia adalah tuan yang bertugas
membangun kemakmuran dan kesejahteraan di bumi. Allah swt
memerintahkan kepada manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi
ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan saat ini. Dimana
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partisipasi manusia atau masyarakat menjadi faktor keberhasilan
pembangunan.
Dengan demikian tanggungjawab dan peran serta masyarakat
sangat dibutuhkan dalam rencana tata ruang, karena Allah swt telah
memperingatkan manusia akan kerusakan lingkungan yang terjadi
didarat dan dilaut disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri dan
Allah pula telah memerintahkan manusia untuk memperbaikinya
kaena peran serta manusia adalah sebagai khalifah, sehingga
masyarakat untuk melaksanakannya demi terwujudnya lingkungan
yang lebih baik.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sifatnya kualitatif
dan kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian non matematis dengan
proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan, survey
maupun wawancara. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan
menggunakan data-data tabulasi, data angka sebagai bahan pembanding maupun
bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif.
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wolio Kota Baubau. Alasan
menganbil lokasi studi sebagai objek penelitian karena masih kurangnya
keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang kota di Kota Baubau. Sehingga
produk  Rencana Tata Ruang yang dihasilkan masih menimbulkan kontradiksi
dengan situasi sebenarnya yang terjadi  di berbagai aspek kehidupan masyarakat
Kota Baubau.
C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis data dalam penelitian ini yaitu:
a. Data kualitatif : yaitu data yang berbentuk bukan angka atau menjelaskan
secara deskripsi tentang kondisi lokasi penelitian secara umum.
b. Data kuantitatif : yaitu data yang berbentuk angka atau data numeric, yaitu
data jumlah penduduk, perkembangan dan kepadatan penduduk.
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2. Sumber data yang menjadi input penelitian ini adalah:
a. Data Primer yaitu, suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan
langsung pada objek penelitian, yaitu data yang diperoleh dari responden
melalui kuisioner atau wawancara langsung di lapangan seperti;
 Data karakteristik masyarakat kota yang meliputi tingkat pemahaman
terhadap penataan ruang kota.
 Tanggapan terhadap produk Rencana Tata Ruang Kota Baubau.
b. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui instansi-
instansi terkait baik dalam bentuk  tabulasi maupun deskriptif, Jenis data
yang dimaksud  ialah :
 Data peraturan daerah (Perda tentang RTRW Kota Baubau)
 Data pendukung lainnya dalam penelitian ini.
D. Teknik Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi
Merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui pengamatan
langsung ditujukan kepada objek yang menjadi sasaran penelitian, gunanya
untuk memahami kondisi dan potensi objek tersebut yang dapat
dikembangkan (data primer).
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2. Interview/Wawancara
Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara
langsung terhadap beberapa orang.
3. Quisioner/Angket
Penyebaran angket atau kuisioner (daftar Pertanyaan) yang dilakukan
langsung terhadap objek penelitian.
4. Telaah Pustaka
Adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan jalan membaca
atau mengambil literatur, laporan, seminar, dan sebagainya.
E. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) di
Kecamatan Wolio yang berjumlah 8661 KK. Penentuan populasi didasarkan
atas pertimbangan bahwa penduduk kota terkait (sebagai objek) dengan materi
yang dikaji dalam penelitian.
2. Sampel
Sampel dalam penelitian ini adalah sampel wilayah, dimana
penentuannya diambil dengan metode Probability Sampling yaitu cara yang di
pergunakan untuk menarik sampel wilayah dan teknik yang dipakai adalah
Random Sampling (sampling acak). Besaran sampel dalam penelitian ini
ditentukan berdasarkan rumus dari Notoadmojo (2005, p. 92) sebagai berikut :
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= ( ) + 1
Dimana :
n = jumlah sampel
N = jumlah penduduk
d = derajat bebas (10 %)
Berdasarkan rumus pengambilan sampel yang telah di uraikan diatas,
maka penentuan jumlah sampel yang akan di ambil pada daerah penelitian
berdasarkan jumlah Kepala Keluarga adalah 8661 KK pada tahun 2011 adalah
: = 86618661(0.1 ) + 1= 86618661(0.01) + 1= 866187.61 = 99
Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99
responden dari jumlah KK di Kecamatan Wolio.
F. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :
1. Berdasarkan rumusan masalah yang pertama maka analisis yang dipakai yaitu
analisis dengan pendekatan kuantitatif dengan menghitung, membandingkan
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beberapa data yang menggunakan pendekatan matematis (Sugiyono, 1999),
yaitu :
Dimana :
X2 = Chi-Kuadrat
fo = Frekuensi Observasi
fh = Frekuensi Harapan
ℎ =
Dimana :
fh = frekuensi harapan
Xn = jumlah kolom
Yn = jumlah baris
N = jumlah sampel
Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila keadaan berikut
tercapai yakni : X2hitung < X2tabel yang berarti H0 diterima, sebaliknya apabila
X2hirung > X2tabel berarti H0 ditolak atau diterima H1
 
h
h
f
ff
X
2
02  
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Selanjutnya untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel X
dengan variabel Y digunakan koefisien kontigensi dengan rumus :
= ( + )
Dimana :
C = Koefisien kontigensi
X2 = Hasil perhitungan uji Chi Kuadrat
n = Jumlah responden
Dengan konversi kualitatif nilai Indeks Kuatnya Hubungan (IKH)
sebagai berikut :
Nilai IKH Sebutan
0,80 – 1,00
0,60 – 0,79
0,40 – 0,59
0,20 – 0,39
0,00 – 0,19
Hubungan sangat kuat
Hubungan kuat
Hubungan sedang
Hubungan lemah
Hubungan sangat lemah
Sumber : Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D.hal.184
G. Variable Penelitian
Variabel dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek
yang diteliti yang memiliki variasi antara satu objek dengan objek lain dalam
kelompok tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang secara
substansial dapat menjadi kerangka pembahasan yaitu;
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1. Variabel Pengaruh X (Independen Variable)
Adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya (terpengaruh) variabel
tidak bebas.
a. Tingkat Pendidikan X1
 Indikator : Jenjang pendidikan formal (SLTP, SLTA, PT)
 Klasifikasi :
 Tinggi, jika responden berpendidikan Akademi ke
atas.
 Sedang, jika responden berpendidikan SLTA.
 Rendah, jika pendidikan tertinggi hanya SLTP.
b. Tingkat PendapatanX2
 Indikator : Total barang dan jasa yang dinilai dengan (Rupiah).
 Klasifikasi :
 Tinggi, jika total penghasilan responden per bulan>
Rp.1.000.000,-
 Sedang, jika total penghasilan responden per bulan
antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-
 Rendah, jika total penghasilan responden per bulan
≤ Rp. 500.000,-
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c. Status Tempat Tinggal X3
 Indikator : Hak kepemilikan rumah tinggal
 Klasifikasi :
 Tinggi, jika status tempat tinggal responden adalah
milik sendiri.
 Sedang, jika rumah yang ditempati responden
hanya sementara (sewa/Kontrak).
 Rendah, jika status tempat tinggal adalah tanah
negara.
d. Sosialisasi X4
 Indikator : Informasi tentang proses pelaksanaan tata ruang yang
dimuat dalam Perda dan informasi yang diberikan kepada masyarakat
mengenai materi dari proses tata ruang kota, serta media informasi yang
digunakan.
 Klasifikasi :
 Tinggi, jika informasi Perda tentang Rencana Tata
Ruang Kota dan manfaatnya sudah disosialisasikan
dan masyarakat sudah memperolehnya, baik
melalui mass media/pelayanan penyuluhan lebih
dari 3 (tiga) kali. +59
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 Sedang, jika informasi Perda tentang Rencana Tata
Ruang Kota dan manfaatnya diperoleh baik melalui
mass media/pelayanan penyuluhan antara 1-2 kali.
 Rendah, jika informasi Perda tentang Rencana Tata
Ruang Kota dan manfaatnya diperoleh melalui
sumber lain atau belum memperoleh sama sekali.
2. Variabel Tetap (Y) (Dependen Variable)
Peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang kota.
H. Definisi operasional
Beberapa definisi yang menjadi dasar pemahaman terhadap hal-hal yang
berhubungan dengan peran serta masyarakat dalam penataan ruang kawasan
perkotaan di Kota Baubau sebagai berikut :
1. Tingkat Pendidikan, adalah jenjang pendidikan formal yang sedang diikuti
ataupun yang pernah diikuti oleh responden yang menjadi dasar dalam
menentukan tingkat pemahaman dan kesadaran responden akan pentingnya
penataan ruang kota.
2. Tingkat Pendapatan, adalah penghasilan yang diperoleh responden per bulan
nya dalam bentuk barang dan jasa yang dinilai dengan uang (Rp).
3. Status Tempat Tinggal, adalah rumah yang ditempati saat ini baik itu milik
sendiri, sementara (sewa/kontrak) maupun bersifat tanah negara.
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4. Sosialisai adalah informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui mass
media atau pelayanan penyuluhan maupun sumber lain mengenai rencana tata
ruang.
5. Peran Serta Masyarakat, keikut sertaan masyarakat terhadap Peyusunan
Rencana Tata Ruang Perkotaan yang di lakukan dalam bentuk pengajuan usul,
memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka
penataan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.
50
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Gambaran Umum Kota Baubau
1. Kondisi Fisik Dasar Wilayah
a. Kondisi Geografis
Kota Baubau terletak di jazirah Sulawesi Tenggara bagian selatan
pulau Buton. Secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa
di antara 5021’ – 5030’ Lintang Selatan dan di antara 122030’ – 122045’
Bujur Timur. Batas – Batas wilayahnya sebagai berikut :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapontori Kabupaten
Buton
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pasarwajo Kabupaten
Buton
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batauga Kabupaten
Buton, dan
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Administrasi Kota
Baubau berikut :
51
52
Kota Baubau memiliki 7 kecamatan dengan luas wilayah 221,00
km2 dan luas tiap kecamatan yaitu Kecamatan Betoambari 27,89 km2,
Kecamatan Murhum 6,45 km2, Kecamatan Wolio 17,33 km2, Kecamatan
Kokalukuna 9,44 km2, Kecamatan Sorawolio 83,25 km2, Kecamatan Bungi
47,71 km2, dan Kecamatan Lea – Lea seluas 28,93 km2. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1
Luas Wilayah Kota Baubau Berdasarkan Jumlah Kecamatan Tahun
2011
No Kecamatan Luas (km2) Persentase (%)
1 Betoambari 27,89 12,62
2 Murhum 6,45 2,92
3 Wolio 17,33 7,84
4 Kokalukuna 9,44 4,27
5 Sorowolio 83,25 37,67
6 Bungi 47,71 21,59
7 Lea-Lea 28,93 13,09
Jumlah 221 100
Sumber : BPS Kota Baubau, Baubau dalam Angka 2012
b. Kondisi Topografi dan Hidrologi
Kondisi topografi daerah Kota Baubau pada umumnya memiliki
permukaan yang bergunung, bergelombang dan berbukit–bukit. Di antara
gunung dan bukit-bukit terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah
potensial untuk mengembangkan sector pertanian.
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Kota Baubau memiliki pula sungai yang besar yaitu sungai Baubau
yang membatasi Kecamatan Wolio dan Kecamatan Murhum yang membelah
Kota Baubau. Sungai tersebut umumnya memiliki potensi yang dapat
dijadikan sebagai sumber tenaga irigasi dan kebutuhan rumah tangga.
c. Keadaan Iklim
Keadaaan iklim Kota Baubau umumnya sama dengan daerah lain
disekitarnya yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim
kemarau. Musim hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret dan Desember,
pada bulan-bulan tersebut angin barat yang bertiup dari Asia dan Samudera
Pasifik bayak mengandung uap air, musim kemarau terjadi pada bulan Mei
sampai bulan Oktober, pada bulan-bulan ini angin timur yang bertiup dari
Australia kurang mengandung uap air.
Berdasarkan catatan Stasiun Meteorologi Kelas III Betoambari, pada
tahun 2011 terjadi hari hujan sebanyak 144 dengan curah hujan sebanyak
2.115,2 mm, kondisi ini menurun jika dibandingkan dengan hari hujan dan
curah hujan tahun sebelumnya yang mencapai 233 hari dan 3.349,6 mm.
Dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret sebesar 440,5 mm
sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Agustus sebesar 12,2 mm.
Suhu udara di Kota Baubau pada tahun 2011 berkisar antara 21,30C
sampai dengan 33,50 C. Untuk kecepatan angin rata-rata yang terjadi selama
tahun 2011, yang tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar
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4,1knot/sec sedangkan kecepatan angin rata-rata terendah terjadi pada bulan
April dan November yaitu sebesar 2,8 knot/sec.
Sementara itu, kelembaban udara rata-rata selama tahun 2011 tercatat
antara 76persen–88persen, dimana terendah terjadi pada bulan September
dan tertinggi  pada bulan Desember. Sedangkan tekanan udara rata-rata
tercatat antara 1.009,7 mb – 1.014,3mb.
2. Aspek Kependudukan
a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Proses dan perkembangan penduduk suatu daerah sangat di
tentukan oleh jumlah penduduk. Dengan asumsi bahwa semakin banyak
jumlah penduduk suatu daerah maka pergerakan dalam daerah tersebut
semakin tinggi. Berdasarkan sensus penduduk Kota Baubau pada tahun
2007 sebesar 124.609 jiwa dan pada tahun 2011 sebesar 139.717 jiwa.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.2
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Baubau Tahun 2007 – 2011
No Tahun Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Perkembangan
1. 2007 124.609 -
2. 2008 127.743 3.134
3. 2009 130.862 3.119
4. 2010 136.991 6.129
5. 2011 139.717 2.726
Sumber : BPS Kota Baubau
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b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk
Kepadatan penduduk di Kota Baubau pada tahun 2011 mencapai
632 jiwa/km2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di
kecamatan Murhum, dengan tingkat kepadatan mencapai 7.131 jiwa/km2.
Hal ini disebabkan karena kecamatan Murhum memiliki luas daerah yang
relative lebih kecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya dan
kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Kecamatan Sorowolio
dengan kepadatan 87 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 4.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota
Baubau Tahun 2011
No Kecamatan Luas
(km2)
Penduduk
(jiwa)
Kepadatan
Penduduk (jiwa/km2)
1 Betoambari 27,89 16650 597
2 Murhun 6,45 45998 7131
3 Wolio 17,33 38760 2237
4 Kokalukuna 9,44 17048 1806
5 Sorowolio 83,25 7261 87
6 Bungi 47,71 7238 152
7 Lea-Lea 28,93 6762 234
Jumlah 221 139717 632
Sumber : BPS Kota Baubau, Baubau Dalam Angka 2012
c. Rasio Jenis Kelamin
Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk tahun 2011, sebanyak
68.997 orang (49,38 persen) adalah lakilaki dan sebanyak 70.720 orang
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(50,62 persen) adalah perempuan. Perbandingan penduduk perempuan
dengan penduduk laki-laki atau rasio jenis kelamin penduduk tahun 2011
sebesar 97,6 yang berarti dari setiap 100 orang penduduk perempuan
terdapat 98 orang laki-laki. Rasio jenis kelamin menurut kecamatan pada
tahun 2011 disajikan pada tabel 4.5 berikut :
Tabel 4.4
Struktur Penduduk Kota Baubau Dirinci Menurut Kecamatan dan
Jenis Kelamin Tahun 2011
No. Kecamatan Laki-Laki(Jiwa)
Perempuan
(Jiwa) Jumlah
Rasio Jenis
Kelamin
1 Betoambari 8 267 8 383 16 650 98,6
2 Murhum 22 444 23 554 45 998 95,3
3 Wolio 19 257 19 503 38 760 98,7
4 Kokalukuna 8 483 8 565 17 048 99,0
5 Sorowolio 3 613 3 648 7 261 99,0
6 Bungi 3 633 33 605 7 238 100.8
7 Lea-Lea 3 300 3 462 6 762 95,3
Kota Baubau 68 997 70 720 139 717 97,6
Sumber : BPS Kota Baubau, Baubau Dalam Angka 2012
d. Struktur Penduduk Menurut Kelompok usia
Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh
perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Keadaan struktur
umur penduduk di Kota Baubau menunjukkan bahwa penduduk Kota
Baubau tahun 2011 adalah 58,94 persen atau sebanyak 82.356 termasuk
usia produktif dan penduduk usia non produktif 41,06 persen atau
sebanyak 57.361 orang. Komposisi kelompok umur penduduk kota
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Baubau didominasi oleh kelompok usia muda yaitu umur 5-19 tahun
sebesar 32,66 persen. Kelompok umur 0-24 sebesar 54,89 persen,
kelompok umur 25-59 sebesar 39,65 persen, dan kelompok lanjut usia
sebesar 5,46 persen. Kecilnya proporsi kelompok lanjut usia
mengindikasikan masih relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk
Kota Baubau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.5
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kota Baubau Tahun 2011
No KelompokUmur
Jenis Kelamin JumlahLaki-Laki Perempuan
1 0 – 4 8 181 7 780 15 961
2 5 – 9 8 124 7 617 15 741
3 10 – 14 7 553 6 930 14 483
4 15 – 19 7 430 7 982 15 412
5 20 – 24 7 155 7 935 15 090
6 25 – 29 6 365 6 684 13 049
7 30 – 34 5 035 5 198 10 233
8 35 – 39 4 477 4 689 9 166
9 40 – 44 3 977 3 901 7 878
10 45 – 49 3 063 3 202 6 265
11 50 – 54 2 598 2 665 5 263
12 55 – 59 1 751 1 792 3 543
13 60 – 64 1 190 1 402 2 592
14 65 – 69 913 1 069 1 982
15 70 – 74 547 720 1 267
16 75 + 638 1 154 1 792
Jumlah 68 997 70 720 139 717
Sumber : BPS Kota Baubau, Baubau Dalam Angka 2012
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B. Gambaran Umum Kecamatan Wolio
1. Kondisi Fisik Dasar Wilayah
a. Kondisi Geografis
Kecamatan Wolio terletak pada bagian selatan garis katulistiwa
serta terletak pada 5
0
46' - 5
0
47' Lintang Selatan dan 122
0
61' - 122
0
62' Bujur
Timur. Batas wilayah Kecamatan Wolio yaitu sebelah Utara berbatasan
dengan Selat Buton, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan
Kokalukuna, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sorawolio dan
sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Murhum.
Untul lebih jelasnya dapat di lihat pada peta administrasi
Kecamatan Wolio berikut :
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Kecamatan Wolio memiliki topografi yang yang berbukit-bukit
serta memiliki luas yaitu 17,33 km
2
atau 7,84% dari luas Kota Baubau.
Kadolokatapi merupakan kelurahan dengan wilayah terluas yakni sebesar
13,87 km
2
, sedangkan Wale merupakan kelurahan dengan wilayah terkecil
yakni hanya seluas 0,14 km
2
. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini :
Tabel 4.6
Luas Wilayah Kecamatan Wolio Berdasarkan Jumlah Kelurahan
No Kelurahan Luas (Km2) Persentase (%)
1. Bataraguru 0,21 1,21
2. Tomba 0,19 1,10
3. Wale 0,14 0,81
4. Batulo 0,21 1,21
5. Wangkanapi 1,66 9,58
6. Bukit Wolio Indah 1,05 6,06
7. Kadolokatapi 13,87 80,03
Jumlah 17,33 100
Sumber : Wolio dalam Angka 2012
b. Klimatologi
Keadaan musim di Kecamatan Wolio sama seperti daerah lainnya
di Kota Baubau yang di kenal dengan musim penghujan dan musim
kemarau. Musim hujan terjadi karena arus angin yang banyak mengandung
uap air berhembus dari Asia dan Samudera Pasifik yang biasanya banyak
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terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Musim kemarau
terjadi karena arus angin yang tidak banyak mengandung uap air bertiup
dari Australia yang biasanya terjadi antara bulan Juli sampai dengan bulan
Oktober.
Suhu udara di suatu tempat antara lain di tentukan oleh tinggi
rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai.
Pada tahun 2011 suhu udara minimum terjadi pada bulan Agustus, sebesar
21,3
0
C dan suhu udara maksimum terjadi pada bulan September, sebesar
33,5
0
C.
Kecepatan angin umumnya merata setiap tahunnya, pada tahun
2011 kecepatan angin berkisar antara 2,8 sampai dengan 4,1 knots. Di
Kecamatan Wolio pada tahun 2011 relatif mempunyai tingkat kelembaban
yang cukup tinggi, berkisar antara 76 persen sampai dengan 88 persen.
Curah hujan di suatu tempat antara lain di pengaruhi oleh keadaan iklim,
keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu
curah hujan di Kecamatan Wolio pada tahun 2011 sangat beragam setiap
bulannya, dimana curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret sebesar
440,5 mm. Faktor lain yang mempengaruhi hujan dan arah kecepatan angin
adalah perbedaan tekanan udara.
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2. Kependudukan
a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk yang disajikan pada tahun 2011 merupakan hasil
proyeksi penduduk. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kecamatan Wolio
mencapai 37.974 orang, sedangkan pada tahun 2011 meningkat menjadi
38.760 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07 persen.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.7
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan
Wolio Tahun 2010-2011
No Kelurahan
Jumlah
Penduduk
Laju Pertumbuhan
Penduduk per
Tahun (%)
2010 2011 2010-2011
1 Bataraguru 8 712 8 896 2,11
2 Tomba 4 116 4 201 2,07
3 Wale 1 776 1 813 2,08
4 Batulo 4 770 4 862 1,93
5 Wangkanapi 7 029 7 170 2,01
6 Bukit Wolio Indah 7 755 7 919 2,11
7 Kadolokatapi 3 816 3 899 2,18
Wolio 37 974 38 760 2,07
Sumber : BPS kota Baubau, Wolio Dalam Angka 2012
b. Kepadatan Penduduk
Jumlah penduduk yang cukup besar dan terus bertambah setiap
tahunnya tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk dan
semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan
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penduduk pada tahun 2011, terlihat Kelurahan Bataraguru merupakan yang
terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 42.362 orang per kilometer,
sedangkan yang terendah yakni Kelurahan Kadolokatapi yang hanya
mencapai 281orang per kilometer. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :
Tabel 4.8
Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Wolio
Tahun 2011
No Kelurahan Luas(km2)
Penduduk
(Jiwa)
Kepadatan
Penduduk
(Jiwa/km2)
1 Bataraguru 0,21 8 896 42 362
2 Tomba 0,19 4 201 22 111
3 Wale 0,14 1 813 12 950
4 Batulo 0,21 4 862 23 152
5 Wangkanapi 1,66 7 170 4 319
6 Bukit Wolio Indah 1,05 7 919 7 542
7 Kadolokatapi 13,87 3 899 281
Wolio 17,33 38 760 2 237
Sumber :BPS Kota Baubau, Wolio Dalam Angka 2012
c. Persebaran Penduduk
Penduduk Kecamatan Wolio 23 % berada di Kelurahan Bataraguru
dengan luas wilayahnya 1,21 % dari luas Kecamatan Wolio. Sementara
Kelurahan Kadolokatapi dengan luas wilayah mencapai 80,03 % dari luas
wilayah Kecamatan Wolio. Hal ini menunjukan tidak meratanya tingkat
persebaran penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.9
Jumlah Penduduk dan Persentase Penyebaran Penduduk Menurut
Kelurahan di Kecamatan Wolio Tahun 2011
No Kelurahan Jumlah Penduduk Persebaran (%)
1 Bataraguru 8896 22,95
2 Tomba 4201 10,84
3 Wale 1813 4,68
4 Batulo 4862 12,54
5 Wangkanapi 7170 18,50
6 Bukit Wolio Indah 7919 20,43
7 Kadolokatapi 3899 10,06
Wolio 38760 100
Sumber : BPS Kota Baubau, Wolio Dalam Angka 2012
d. Rasio Jenis Kelamin
Pada tahun 2011, rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Wolio
berada dibawah angka 100. Hal ini menunjukan bahwa jumlah penduduk
perempuan di Kecamatan Wolio lebih banyak dari pada jumlah penduduk
laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.10
Banyaknya Penduduk menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di
Kecamatan Wolio Tahun 2011
No Kelurahan Penduduk (jiwa) Jumlah Rasio JenisKelaminLaki-Laki Perempuan
1 Bataraguru 4507 4389 8896 103
2 Tomba 2245 1956 4201 115
3 Wale 863 950 1813 91
4 Batulo 2334 2528 4862 92
5 Wangkanapi 3481 3689 7170 94
6 Bukit Wolio Indah 3895 4024 7919 97
7 Kadolokatapi 1932 1967 3899 98
Wolio 19257 19503 38760 99
Sumber : BPS Kota Baubau, Wolio Dalam Angka 2012
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Karakteristik Responden Penelitian
Sebagai bagian penting dalam penelitian ini, maka keterlibatan
masyarakat sebagai responden sangat dibutuhkan dalam memperoleh
informasi atau data yang diperlukan. Jumlah sampel responden yang
diteliti dalam penelitian ini adalah 99 orang yang diambil dari jumlah
populasi kepala keluarga di Kecamatan Wolio.
a. Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk yang menjadi responden secara
umum relatif bervariasi, jenjang pendidikan mulai dari tingkat sekolah
dasar (SD), SLTP, SLTA sampai pada tingkat Perguruan Tinggi.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.1
Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Tahun 2013
No Tingakat Pendidikan Frekuensi Persentase (%)
1 Perguruan Tinggi 42 42,42
2 SLTA 32 32,32
3 SD - SLTP 25 25,25
Jumlah 99 100
Sumber :Hasil Survey Lapangan Tahun 2013
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Dari data jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan
pada tabel 5.1 di atas, menunjukan bahwa dari 99 responden yang ada
ternyata yang berpendidikan jenjang perguruan tinggi sebesar 42 orang
(42,42 %), sedangkan pada tingkat pendidikan SLTA sebesar 32 orang
(32,32 %), kemudian jenjang pendidikan SD hingga SLTP sebesar  25
orang (25,25 %).
b. Tingkat Pendapatan
Pendapatan merupakan penghasilan responden yang bernilai
uang selama sebulan. Melihat besarnya Upah Minimum Propinsi
(UMP), upah minimum sektoral dan sub sektoral Propinsi Sulawesi
Tenggara tahun 2012. Maka untuk klasifikasi tinggi rendahnya upah
pekerja atau distribusi responden dapat dijabarkan sebagai berikut :
 Tinggi : berkisar pada nominal > Rp. 1.000.000,-
 Sedang : berkisar pada nominal Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-
 Rendah : berkisar pada nominal < Rp. 500.000,-
Untuk hal tersebut, maka tingkat pendapatan responden yang
disesuaikan dengan keputusan diatas dapat dilihat dalam tabel 5.2
berikut ini :
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Tabel 5.2
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendapatan Tahun 2013
No Tingkat Pendapatan Frekuensi Persentase (%)
1 > 1.000.000 55 55,56
2 500.000 – 1.000.000 28 28,28
3 < 500.000 16 16,16
Jumlah 99 100
Sumber :Hasil Survey Lapangan Tahun 2013
Berdasarkan gambaran pada tabel 5.2 tersebut diatas, maka
dapat dilhat bahwa rata-rata tingkat pendapatan responden berada
pada tingkatan tinggi dan sedang. Dimana jumlah tersebut terdiri dari
tingkat pendapatan tinggi adalah 55 responden (55,56%) dan
responden tingkat pendapatannya sedang sebanyak 28 responden
(28,28 %). Sedangkan hanya sebanyak 16 responden atau 16,16 %
yang memiliki tinkat pendapatan yang tergolong rendah.
c. Status Tempat Tinggal
Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar (Basic Need)
yang karenanya setiap keluarga selalu berupaya memilikinya,
walaupun pada awalnya dibangun dengan sangat sederhana dan
kemudian ditambah perbaikannya. Dari hasil observasi dilapangan
ditemukan bahwa tidak seluruhnya rumah yang ditempati merupakan
milik dari penghuninya, karena bisa saja rumah yang ditempati
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tersebut dan kepadanya diberikan hak pakai atau hak guna bangunan
(sewa/kontrak).
Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga ditemui beberapa
realitas yang terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat seperti
terdapat lebih dari  satu kepala keluarga (KK) yang menempati satu
bangunan rumah/tempat tinggal. Hal ini dapat saja terjadi karena
adanya faktor sosial kekeluargaan yang memberikan ruang terhadap
kepentingan tempat tinggal para keluarganya. Untuk hal tersebut,
dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut :
Tabel 5.3
Distribusi Responden Menurut Status Tempat Tinggal Tahun
2013
No Status Tempat Tinggal Frekuensi Persemtase (%)
1 Milik Sendiri 69 69,70
2 Sewa/Kontrak 22 22,22
3 Tanah Negara 8 8,08
Jumlah 99 100
Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2013
Berdasarkan rincian pada tabel 5.3 diatas, maka responden
dengan status tempat tinggal milik sendiri adalah 69 orang (69,70 %),
responden yang masih bertempat tinggal sementara/kontrak 22 orang
(22,22%), dan status tempat tinggal yang merupakan hak Negara 8
orang atau 8,08%.
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d. Sosialisasi tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)
Peran serta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat atau
penyuluhan atau sosialisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
setempat dan seberapa jauh penyuluhan tersebut sampai kepada
masyarakat. Aktivitas sosialisasi disini tentunya berkenan dengan
fungsi komunikasi sebagai media untuk menunjang pengetahuan dan
pemahaman masyarakat dalam mendukung rencana yang ditetapkan
tersebut.
Dengan demikian, sosialisasi merupakan bentuk komunikasi
yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun stakeholder dalam
rangka memberikan informasi materi dari peraturan mengenai rencana
tata ruang wilayah kepada masyarakat. Atau dengan kata lain tujuan
dari sosialisasi adalah memperkenalkan atau suatu upaya yang
dilakukan dengan maksud memasyarakatkan suatu kebijakan dengan
yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan
dengan metode pendekataan komunikatif, sehingga maksud dan tujuan
yang diharapkan dengan adanya rencana tersebut dapat dicapai.
Adapun parameter yang digunakan dalam menganalisis
variabel sosialisasi pada penelitian ini adalah informasi dari para
stakeholder yang diberikan dan informasi tentang rencana tata ruang
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yang diperoleh masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka aparat
pemerintah, para stakeholder dan lenbaga-lembaga masyarakat serta
instansi-instansi terkaait dapat berpartisipasi dan memberikan sumber
informasi kepada masyarakat.
Pemberian pelayanan penyuluhan dan penyebaran informasi
melalui mass media seperti televise, radio, surat kabar, papan
informasi, dll pada kenyataannya diberikan dalam intensitas yang
kurang memadai. Hal ini terlihat dari jawaban yang diberikan
responden yaitu dari 99 responden yang diwawancarai, lebih dari
setengah responden menyatakan bahwa informasi tentang penyusunan
rencana tata ruang wilayah tidak pernah didapatkan.
Hasil penelitian mengungkapakan bahwa teknik pemberian
informasi yang paling sering digunakan dalam sosialisasi tentang
rencana tata ruang adalah penyuluhan langsung ke masyarakat.
Sementara penyuluhan memang sudah diberikan lebih dari 3 kali, akan
tetapi penyuluhan tersebut tidak merata tersebar. Dari gambaran
tersebut diatas, diketahui bahwa aktivitas sosialisasi yang dilaksanakan
pemerintah Kota Baubau masih perlu ditingkatkan lagi. Sehingga
konsekuensi dari masalah tersebut adalah rendahnya kesadaran
masyarakat dalam memelihara kualitas ruang daan mentaati kebijakan
yang telah ditetapkan tersebut.
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Penjabaran dari hasil penelitian dilapangan untuk mengetahui
sejauh mana informasi pemerintah yang diperoleh masyarakat, maka
dari 99 responden terdapat 26 responden (26,26%) yang mengatakan
telah memperoleh informasi, selanjutnya 73 responden (73,73%)
belum memperoleh informasi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel 5.4 berikut :
Tabel 5.4
Responden Menurut Sosialisasi tentang Penyusunan RTRW
No Intensitas Perolehan Frekuensi Persentase (%)
1 Informasi > 3 kali 9 9,09
2 Informasi 1-2 kali 17 17,17
3 Tidak pernah 73 73,74
Jumlah 99 100
Sumber : Hasil Survey Lapangan tahun 2013
Dari tabel 5.4 diatas, dapat dilihat bahwa 9 orang (9,09%)
sudah menerima informasi lebih dari 3 kali, 17 orang (17,17%)
menerima informasi antara 1-2 kali, sementara sebagian besar
responden belum pernah menerima informasi tentang hal penyusunan
rencana tata ruang wilayah sebanyak 73 orang (73,74%).
2. Keikut Sertaan Masyarakat dalam Penyusunan RTRW
Peran serta masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor
yaitu pendidikan,  penghasilan, status kepemilikan lahan dan sosialisasi
terhadap masyarakat. Beberapa hal yang menjadi parameter peran serta
masyarakat dalam hal penyusunan rencana tata ruang willayah dalam
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penelitian ini antara lain kesadaran akan kesediaan serta keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang dengan
memberi masukan, baik itu uang, pikiran maupun tenaga.
Tabel 5.5
Keikut Sertaan Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Tahun 2013
No Intensitas Perolehan Frekuensi Persentase (%)
1 3-4 kali sebulan 5 5,05
2 1-2 kali sebulan 12 12,12
3 Tidak Pernah 82 82,83
Jumlah 99 100
Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2013
Berdasarkan tabel 5.5 diatas terlihat bahwa dari 99 responden, 17
orang (17,17%) yang pernah mengikuti kegiatan penyusunan rencana tata
ruang. Sedangkan sebanyak 82 orang (82,83%) yang tingkat pernah
mengikuti kegiatan penyusunan rencana tata ruang.
B. Pembahasan
1. Analisis Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Serta
Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW)
Analisis mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Baubau dilakukan dengan
metode pendekatan terhadap tingkat pendidikan, pendapatan, status tempat
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tinggal, serta tingkat sosialisasi pemerintah dalam hal rencana tata ruang
wilayah di Kota baubau. Adapun analisis Chi-Kuadrat (Chi-Square) ini
adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dominan
berpengaruh atau yang besar pengaruhnya dalam peran serta masyarakat
dalam keterlibatannya pada penyusunan rencana tata ruang wilayah (rtrw).
Faktor-faktor tersebut diatas dikelompokkan dalam 2 bagian
variabel yaitu variabel bebas yang terdiri dari X1 Tingkat Pendidikan, X2
Tingkat Pendapatan, X3 Status Tempat Tinggal dan X4 Sosialisasi.
Sedangkan variabel terikatnya (Y1) adalah peran serta masyarakat dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Baubau.
a. Analisis Hubungan antara Tingkat Pendidikan (X1) dengan Peran
Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai indicator
analisis yaitu dalam hubungan variabel X1 (tingkat pendidikan) dengan
variabel Y1 (peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata
ruang wilayah) adalah semakin tinggi pendidikan masyarakat maka
kesadaran dan kesediaan untuk berperan serta akan semakin tinggi
pula.
Kesadaran dan kesediaan masyarakat tersebut menjadi point
penting bagi pemerintah dalam penjabaran maateri-materi penataan
ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
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Tabel 5.11
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2013
Peran Serta
Masyarakat
Tingkat Pendidikan Jumlah
PT SLTA SD/SLTP
F F F F %
Tinggi 14 8 2 24 24,24
Sedang 18 11 7 36 36,36
Rendah 10 13 16 39 39,40
Jumlah 42 32 25 99 100
Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2013
X2 hitung yang diperoleh dari tabel di atas adalah 11,61 atau
lebih besar dari X2 tabel 9,488 dengan taraf  kepercayaan 0,05 pada
derajat bebas (Db) = 4 yang menyatakan Ho ditolak. Hasil analisis ini
menyatakan Ho ditolak atau antara tingkat pendidikan dengan peran
serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah
terdapa hubungan yang saling berpengaruh. Adapun hasil perhitungan
konversi kualitatif dengan menggunakan uji koefisien kontigensi
untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan tersebut adalah 0,32 yang
artinya hubungan tersebut Lemah.
Hal ini sesuai dengan asumsi yang menyatakan bahwa tingkat
pendidikan yang semakin tinggi akan berpengaruh sangat nyata
terhadap peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang
wilayah Kota Baubau.
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b. Analisis Hubungan antara Tingkat Pendapatan (X2) dengan Peran
Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah
Tingkat pendapatan masyarakat secara umum tidak
menentukan kualitas dari peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan
rencana tat ruang. Hal ini dikarenakan baik masyarakat yang tingkat
pendapatannya tinggi maupun rendah mempunyai motivasi yang sama
untuk turut terlibat dalam proses rencana tata ruang terutama dalam
lingkungan sekitarnya, namun bentuk peran serta yang diwujudkan
tentunya berbeda sesuai dengan pola hidup masimg-masing.
Pada dasarnya masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi
memilih terlibat dengan motivasi materi atau financial dan bagi
mereka yang rendah pendapatannya mewujudkan dalam bentuk tenaga
maupun pikiran. Masyarakat yang berpenghasilan rendah akan terlihat
lebih sering dilapangan guna memberikan kontribusi tenaga dalam
kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
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Tabel 5.12
Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Peran Serta Masyarakat
dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013
Peran Serta
Masyarakat
Tingkat Pendapatan Jumlah
> 1 jt 500 rb-1 jt < 500 rb
F F F F %
Tinggi 17 5 3 25 25.25
Sedang 20 10 5 35 35.35
Rendah 18 13 8 39 39.40
Jumlah 55 28 16 99 100
Sumber :Hasil Analisis Penelitiaan 2013
Hasil analisis Chi-kuadrat yaitu X2 hitung sebesar 3,09 lebih
kecil dari X2 tabel 9,488 pada derajat bebas (Db) = 4 yang taraf
kepercayaannya sebesar 0,05. Hasil analisis ini menyatakan bahwa Ho
diterma atau dengan kata lain antara tingkat pendapatan dengan peran
serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang tidak terdapat
hubungan yang saling berpengaruh. Adapun hasil perhitungan dengan
menggunakan uji koefisien kontigensi yaitu 0,17 yang artinya
hubungan tersebut Sangat Lemah.
Hipotesis ini mengidentifikasikan bahwa tinggi rendahnya
pendapatan yang diterima oleh masyarakat tidak mempengaruhi peran
serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
menyangkut rencana tata ruang.
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c. Analisis Hubungan antara Status Tempat Tinggal (X3) dengan
Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah
Status tempat tinggal merupakan salah satu alasan yang cukup
mendasar untuk masyarakat dalam keterlibatannya pada program-
program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan
dalam penyusunan rencana tata ruang juga sangat dipengaruhi oleh
status tempat tinggal tersebut. Lebih besar masyarakat yang memiliki
tempat tinggal sendiri maka kecenderungan untuk berperan serta dalam
penyusunan rencana tata ruang semakin besar kemungkinannya.
Adanya asumsi seperti ini tidaklah berlebihan, hal ini disebabkan
karena dengan kepemilikan tempat tinggal sendiri maka peluang untuk
turut terlibat dalam kegiatan-kegiatan rencana tata ruang yang
membutuhkan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan
kesediaan memberikan sebagian waktu dan pikirannya bagi
kepentingan pembangunan guna terwujudnya suatu lingkungan yang
teratur dan dinamis serta relevan mengikuti perkembangan kota.
Hubungan status kepemilikan lahan atau status tempat tinggal
masyarakat terhadap peran serta masyarakat dalam penyusunan
rencana tata ruang wilayah Kota Baubau, dapat dilihat pada tabel
berikut :
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Tabel 5.13
Hubungan Status Tempat Tinggal dengan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Tahun 2013
Peran Serta
Masyarakat
Status Tempat Tinggal
JumlahMilik
Sendiri
Sewa/
kontrak
Milik
Negara
F F F F %
Tinggi 19 5 2 26 26,26
Sedang 26 8 2 36 36,36
Rendah 24 9 4 37 37,37
Jumlah 69 22 8 99 100
Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2013
Hasil analisis Chi-kuadrat yaitu X2 hitung sebesar 1,01 lebih
kecil dari X tabel 9,488 pada derajat bebas (Db) = 4 yang taraf
kepercayaannya sebesar 0,05. Hasil analisis ini menyatakan bahwa Ho
diterima atau antara hubungan status kepemilikan lahan dengan peran
serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang tidak terdapat
hubungan yang saling berpengaruh. Adapun hasil perhitungan dengan
menggunakan uji koefisien kontigensi untuk mengetahui kuat tidaknya
hubungan tersebut adalah 0,10 yang artinya hubungan Sangat Lemah.
Hal ini tidak membuktikan asumsi yang menyatakan bahwa
masyarakat yng memiliki tempat tinggal sendiri dalam suatu
lingkungan maka kecenderungan untuk berperan serta dalam rencana
tata ruang semakin besar kemungkinannya.
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d. Analisis Hubungan antara Sosialisasi (X4) dengan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Sosialisai merupakan kendaraan penghubung antara
pemerintah untuk menyampaikan setiap programnya kepada
masyarakat. tingkat pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi
merupakan salah satu karakteristik yang melekat pada setiap
responden yang diteliti. Sosialisasi juga dapat menjadi tolak ukur
masyarakat dalam berperan serta dalam setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah setempat. Dengan demikian, tingginya partisipasi
masyarakat dapat dipahami dari sejauh mana sosialisasi atau
penjelasan yang didapatkan masyarakat dalam hal penyusunan rencana
tata ruang wilayah.
Hubungan sosialisasi terhadap peran serta masyarakat dalam
penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota Baubau, dapat dilihat
pada tabel berikut :
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Tabel 5.14
Hubungan Sosialisasi dengan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013
Peran Serta
Masyarakat
Sosialisasi
Jumlah
> 3 kali 1-2 kali TidakPernah
F F F F %
Tinggi 5 9 9 23 23,23
Sedang 3 6 25 34 34,34
Rendah 1 2 39 42 42,42
Jumlah 9 17 73 99 100
Sumber : Hasil Analisis Penelitian Tahun 2013
Hasil analisis Chi-kuadrat yaitu X2 sebesar 22,18 lebih besar
dari Xtabel 9,488 pada derajat bebas (Db) = 4 yang taraf
kepercayaannya sebesar 0,05. Hasil analisis ini menyatakan tolak Ho
atau dengan kata lain antara sosialisasi dengan peran serta masyarakat
dalam penyusunan rencana tata ruang terdapat hubungan yang saling
berpengaruh. Adapun hasil perhitungan dengan  menggunakan uji
koefisien kontigensi untuk mengetahui sejauh mana kekuatan
hubungan tersebut adalah 0,43 yang artinya hubungan Sedang.
Berdasrkan hasil tersebut, maka jelaslah bahwa apabila
intensitas penyebaran informasi (sosialisasi) mengenai rencana tata
ruang yang dilakukan dengan tingkat kualitas yang tinggi akan
mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat terhadap proses rencana
tata ruang yang akan dilakukan.
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2. Mekanisme dan Prosedur Penyusunan RTRW Kota
1. Mekanisme Penyusunan RTRW
a. Persiapan Penyusunan
 Kegiatan Persiapan
Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan,
meliputi:
1. Persiapan awal pelaksanaan, meliputi: pemahaman
Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms of Reference
(TOR) dan penyiapan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Kajian awal data sekunder, mencakup review RTRW
sebelumnya dan kajian kebijakan terkait lainnya;
3. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi:
a) penyimpulan data awal;
b) penyiapan metodologi pendekatan pelaksanaan
pekerjaan;
c) penyiapan rencana kerja rinci; dan
d) penyiapan perangkat survei (checklist data yang
dibutuhkan, panduan wawancara, kuesioner, panduan
observasi dan dokumentasi, dan lain-lain), serta
mobilisasi peralatan dan personil yang dibutuhkan.
4. Pemberitaan kepada publik perihal akan dilakukannya
penyusunan RTRW.
82
 Pihak-pihak yang harus dilibatkan
 Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lain
 Tenaga ahli yang terlibat: Team Leader/ Perencanaan
Wilayah
b. Pengumpulan Data
 Kegiatan Pengumpulan Data
Untuk keperluan pengenalan karakteristik tata ruang
wilayah dan penyusunan rencana tata ruang, dilakukan
pengumpulan data primer dan data sekunder.
Pengumpulan data primer dapat meliputi:
1. Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan
melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang
per-orang, dan lain sebagainya; dan
2. Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah
secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian
wilayah kota.
Data sekunder yang harus dikumpulkan sekurang-
kurangnya meliputi:
1. Peta-peta, meliputi:
a) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau peta topografi
skala 1:250.000 sebagai peta dasar;
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b) Citra satelit untuk memperbaharui (update) peta dasar
dan membuat peta tutupan lahan;
c) Peta batas wilayah administrasi;
d) Peta batas kawasan hutan;
e) Peta-peta masukan untuk analisis kebencanaan; dan
f) peta-peta masukan untuk identifikasi potensi sumber
daya alam.
2. data dan informasi, meliputi:
a) Data tentang kependudukan;
b) Data tentang sarana dan prasarana wilayah;
c) Data tentang pertumbuhan ekonomi wilayah;
d) Data tentang kemampuan keuangan pembangunan
daerah;
e) Data dan informasi tentang kelembagaan pembangunan
daerah;
f) Data dan informasi tentang kebijakan penataan ruang
terkait (RTRW kota yang sebelumnya, RTRW provinsi,
RTRW Nasional dan RTR pulau terkait);
g) Data dan informasi tentang kebijakan pembangunan
sektoral, terutama yang merupakan kebijakan
pemerintah pusat; dan
h) Peraturan-perundang undangan terkait.
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Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan
sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel
ketidakpastian, serta variabel-variabel lainnya yang mungkin ada,
perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data
statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data
tahunan (time series) minimal 5 (lima) tahun terakhir dengan
kedalaman data setingkat kelurahan/desa. Dengan data berdasarkan
kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran
perubahan apa yang terjadi pada wilayah kota.
 Pihak yang Harus dilibatkan
 Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lain
 Tenaga ahli yang terlibat :Team Leader/ Perencanaan
Wilayah, Ahli Ekonomi Wilayah, Ahli Kependudukan,
Ahli Prasarana Wilayah, Ahli Kelembagaan, Ahli Geografi,
Ahli Geologi Tata Lingkungan, Ahli Sistem Informasi
Geografis, Ahli Hidrologi/Water Resources Planner dan
Ahli Pertanian.
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c. Pengolahan & Analisis Data
 Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan untuk mengenali
karakteristik wilayah kota terkait, terdiri atas:
1. Karakteristik fisik wilayah, sekurang-kurangnya meliputi:
a) karakteristik umum fisik wilayah (letak geografis,
morfologi wilayah, dan sebagainya);
b) potensi rawan bencana alam (longsor, banjir, tsunami,
dan bencana alam geologi);
c) potensi sumber daya alam (mineral, batubara, migas,
panas bumi, dan air tanah); dan
d) kesesuaian lahan pertanian (tanaman pangan, tanaman
perkebunan, dan sebagainya).
2. Karakteristik sosial-kependudukan, sekurang-kurangnya
meliputi:
a) sebaran kepadatan penduduk di masa sekarang dan di
masa yang akan datang (20 tahun);
b) proporsi penduduk perkotaan dan perdesaan di masa
sekarang dan di masa yang akan datang (20 tahun); dan
c) kualitas SDM dalam mendapatkan kesempatan kerja.
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3. Karakteristik ekonomi wilayah, sekurang-kurangnya
meliputi:
a) basis ekonomi wilayah;
b) prospek pertumbuhan ekonomi wilayah di masa yang
akan datang (20 tahun); dan
c) prasarana dan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi.
4. Kemampuan keuangan pembangunan daerah, sekurang-
kurangnya meliputi:
a) sumber penerimaan daerah dan alokasi pembiayaan
pembangunan; dan
b) prediksi peningkatan kemampuan keuangan
pembangunan daerah.
5. Kedudukan kabupaten di dalam wilayah lebih luas,
sekurang-kurangnya meliputi:
a) kedudukan kabupaten di dalam jakstra struktur ruang
nasional; dan
b) kedudukan kota di dalam sistem perekonomian regional.
Pengenalan karakteristik wilayah kota ini akan menjadi
dasar bagi perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
ruang wilayah kota, serta menjadi masukan bagi seluruh
penyusunan rencana tata ruang selanjutnya.
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Penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola
ruang dan penetapan kawasan strategis kota pada dasarnya
berangkat dari karakteristik tata ruang wilayah kota. Untuk
mempertajam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana
pola ruang sekurangnya harus dilakukan analisis sebagai
berikut:
1) identifikasi daerah fungsional perkotaan (functional urban
area) yang ada di wilayah kota;
2) analisis sistem pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan)
yang didasarkan pada sebaran daerah fungsional perkotaan
yang ada diwilayah kota; dan
3) analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
wilayah serta optimasi pemanfaatan ruang.
Kawasan-kawasan yang memiliki suatu kekhususan
yang pemanfaatan ruang serta pengendaliannya tidak dapat
diakomodasi secara penuh di dalam rencana struktur ruang dan
rencana pola ruang, dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis
kota.
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 Pihak-pihak yang Harus dilibatkan
 Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lain
 Tenaga ahli yang terlibat : Team Leader/Perencanaan
Wilayah, Ahli Ekonomi Wilayah, Ahli Kependudukan,
Ahli Prasarana Wilayah, Ahli Kelembagaan, Ahli Geografi,
Ahli Geologi Tata Lingkungan, Ahli Sistem Informasi
Geografis, Ahli Hidrologi/Water ResourcesPlanner, dan
Ahli Pertanian
d. Perumusan Konsep RTRW
 Kegiatan Penyusunan Konsep RTRW
Kegiatan perumusan konsepsi RTRW kota terdiri atas
perumusan konsep pengembangan wilayah dan perumusan
RTRW kota itu sendiri. Konsep pengembangan wilayah
dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan
sebelumnya dengan menghasilkan beberapa alternatif konsep
pengembangan wilayah, yang berisi:
1) rumusan tentang tujuan, kebijakan, dan strategi
pengembangan wilayah kota; dan
2) konsep pengembangan wilayah kota.
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Setelah dilakukan beberapa kali iterasi, dipilih alternatif
terbaik sebagai dasar perumusan RTRW kota. Hasil kegiatan
perumusan konsepsi RTRW yang berupa RTRW kota terdiri
atas:
1) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan kota
Dirumuskan berdasarkan karakteristik tata ruang
wilayah kota yang dipertajam dengan aspirasi pemangku
kepentingan.
2) rencana struktur ruang kota
Disusun berdasarkan hasil analisis sistem pusat-
pusat permukiman yang berangkat dari strategi penataan
ruang kota dengan memperhatikan kebijakan dan strategi
struktur ruang wilayah provinsi dan nasional.
3) rencana pola ruang kota
Disusun berdasarkan analisis optimasi pemanfaatan
ruang yang berangkat dari strategi penataan ruang kota
dengan memperhatikan kebijakan dan strategi pola ruang
provinsi dan nasional.
4) penetapan kawasan-kawasan strategis kota
Berangkat dari karakteristik tata ruang wilayah kota
yang menunjukan adanya bagian wilayah kota yang
memerlukan perencanaan, pemanfaatan ruang dan
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pengendalian pemanfaatan ruang khusus yang tidak dapat
diakomodasi sepenuhnya di dalam rencana struktur ruang
dan rencana pola ruang kota.
5) arahan pemanfaatan ruang
Disusun berdasarkan rencana struktur ruang,
rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis kota
yang dikaitkan dengan kemampuan keuangan
pembangunan daerah.
6) ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
Disusun berdasarkan rencana struktur ruang,
rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kota
yang dikaitkan dengan arahan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah nasional dan provinsi serta peraturan
perundang-undangan terkait, termasuk di dalamnya
berbagai standar teknis perencanaan tata ruang.
Selanjutnya dilakukan pemantapan terhadap konsep
pengembangan wilayah kota tersebut melalui beberapa kali
iterasi sehingga menghasilkann alternatif terbaik yang dipilih
untuk menjadi RTRW kota.
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 Pihak-pihak yang Harus dilibatkan
 Pemerintah kota dan Pemangku kepentingan lain
 Tenaga ahli yang terlibat : Team Leader/Perencanaan
Wilayah, Ahli Ekonomi Wilayah, Ahli Kependudukan,
Ahli Prasarana Wilayah, Ahli Kelembagaan, Ahli
Geografi, Ahli Geologi Tata Lingkungan, Ahli Sistem
Informasi Geografi, Ahli Hidrologi/ Water Resources
Planner, dan Ahli Pertanian
e. Penyusunan Raperda tentang RTRW
 Kegiatan Penyusunan Raperda tentang RTRW Kota
Kegiatan penyusunan naskah raperda tentang RTRW
kota merupakan proses penuangan materi teknis RTRW kota
ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengikuti kaidah
penyusunan peraturan perundang-undangan (legal drafting)
sesuai UU No. 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-
undangan
 Pihak-pihak yang Harus dilibatkan
 Pemerintah Kota dan pemangku kepentingan lain
 Tenaga ahli yang terlibat : Team Leader/Perencanaan
Wilayah, Ahli Hukum, dan Ahli Kelembagaan.
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2. Prosedur Penyusunan RTRW
Prosedur penyusunan RTRW kota merupakan pentahapan yang
harus dilalui dalam penyusunan RTRW kota sampai dengan
pembahasan raperda tentang RTRW kota yang melibatkan pemangku
kepentingan di tingkat kota termasuk masyarakat. Masyarakat yang
menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RTRW kota
meliputi:
 orang perorangan atau sekelompok orang;
 organisasi masyarakat tingkat wilayah kota atau yang memiliki
cakupan wilayah layanan satu kota atau lebih dari wilayah kota
yang sedang melakukan penyusunan RTRW kota;
 perwakilan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota yang
berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi
langsung) yang dapat terkena dampak dari penataan ruang di
daerah yang sedang disusun RTRW kota-nya; dan
 perwakilan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota dari
daerah yang dapat memberikan dampak bagi penataan ruang di
daerah yang sedang disusun RTRW kota-nya.
a. Pembentukan Tim Penyusun RTRW kota yang beranggotakan
unsur-unsur dari pemerintah daerah kota, khususnya dalam
lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kota
yang bersangkutan;
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b. pelaksanaan penyusunan RTRW kota;
c. pelibatan peran masyarakat di tingkat kota dalam penyusunan
RTRW kota melalui:
1. pada tahap persiapan, pemerintah melibatkan masyarakat
secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan
ruang melalui:
a) media massa (televisi, radio, surat kabar, dan majalah);
b) brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, dan
buku;
c) kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan
pengumuman, billboard;
d) kegiatan kebudayaan (misal: pagelaran wayang dengan
menyisipkan informasi yang ingin disampaikan di
dalamnya)
e) multimedia (video, VCD, dan DVD);
f) website;
g) ruang pamer atau pusat informasi; dan/atau
h) pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok
masyarakat.
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2. pada tahap pengumpulan data dan informasi,
masyarakat/organisasi masyarakat berperan lebih aktif dalam
bentuk:
a) pemberian data & informasi kewilayahan yang
diketahui/dimiliki datanya;
b) pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang
diperlukan;
c) pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan
rencana penataan ruang; dan
d) identifikasi potensi dan masalah penataan ruang.
Media yang digunakan untuk mendapatkan infomasi/masukan
dapat melalui:
a) kotak aduan;
b) pengisian kuesioner, wawancara;
c) website, surat elektronik, form aduan, polling, telepon, dan
pesan singkat/SMS;
d) pertemuan terbuka atau public hearings;
e) kegiatan workshop, focus group disscussion (FGD);
f) penyelenggaraan konferensi; dan/atau
g) ruang pamer atau pusat informasi.
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3. pada tahap perumusan konsepsi RTRW kota, masyarakat
terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah.
Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik,
workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah
lainnya.
Pada kondisi keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang telah lebih aktif, maka dalam penyusunan
RTRW kota dapat memanfaatkan lembaga/forum yang telah
ada seperti:
a) satuan kerja (task force/technical advisory committee);
b) steering committee;
c) forum delegasi; dan/atau
d) forum pertemuan antar pemangku kepentingan.
d. Pembahasan raperda tentang RTRW kota oleh pemangku
kepentingan ditingkat kota. Pada tahap pembahasan raperda ini,
masyarakat dapat berperan dalam bentuk pengajuan usulan,
keberatan, atau sanggahan terhadap raperda tentang RTRW kota
melalui:
1) media massa (televisi, radio, surat kabar, dan majalah);
2) website resmi lembaga pemerintah yang berkewenangan
menyusun RTRW kota;
3) surat terbuka di media massa;
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4) kelompok kerja (working group/public advisory group);
dan/atau
5) diskusi/temu warga (public hearings/meetings), konsultasi
publik, workshop, focus group disscussion (FGD), seminar,
konferensi, dan panel.
3. Proses Penyusunan RTRW Kota Baubau
Penyusunan RTRW Kota Baubau dilakukan dengan proses
yang sistemik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan
prosedur lagalisasi. Secara sistemik proses penyusunan RTRW Kota
Baubau diawali dengan melakukan tahap persiapan penyusunan
RTRW Kota Baubau. Pemerintah Kota Baubau melakukan sosialisasi
berupa pemberitaan dan pengumuman kepada masyarakat Kota
Baubau bahwa akan dilakukan penyusunan RTRW. Setelah melakukan
berbagai persiapan dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data
yang dibutuhkan dalam penyusunan RTRW dengan menghimpun
opini dan aspirasi Masyarakat Kota Baubau . Hasil dari pengumpulan
data kemudian diolah dan dianalisis untuk mengetahui potensi,
masalah, peluang, tantangan, kecenderungan, maupun hambatan dalam
penyusunan RTRW. Output dari analisis kemudian dijadikan landasan
dalam penyusunan konsep RTRW Kota. Konsep yang telah terpilih
akan dimusyawarahkan kembali ke masyarakat. Konsep yang
disepakati akan dijadikan dasar dalam pembuatan produk rencana.
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Selanjutnya dilakukan penyusunan Raperda tentang RTRW kota. Hasil
Raperda tentang RTRW kemudian diserahkan ke Badan Legislatif
DPRD Kota Baubau untuk kemudian dibahas dan ditetapkan oleh
dewan legislatif sehingga menjadi produk yang sah sebagai RTRW
Kota Baubau.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai peran serta
masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari ke empat faktor yang diteliti semua mempunyai pengaruh terhadap
peran serta masyarakat dengan tingkat pengaruh adalah sebagai berikut :
a. Faktor yang paling berpengaruh yaitu  tingkat Sosialisasi dan tingkat
pendidikan. Dimana tingkat sosialisasi memiliki pengaruh yang
Sedang dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh Lemah.
b. Faktor yang kurang berpengaruh yaitu tingkat pendapatan dan status
tempat tinggal. Dimana kedua faktor ini memiliki pengaruh yang
Sangat Lemah.
2. Bahwa mekanisme pelibatan masyarakat dalam tata ruang dilibatkan
setiap segmen yaitu :
a. Tahap Persiapan
b. Tahap Survey Awal
c. Seminar Pendahuluan
d. Survey Lanjutan
e. Proses Analisa
f. Seminar Antara
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g. Penyusunan Draft Rencana
h. Seminar Akhir
i. Evaluasi
(untuk selanjutnya dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2)
Masyarakat yang dimaksudkan disini yaitu seluruh masyarakat
yang berada di Kota Baubau, yang memiliki hak untuk turut ikut dan
mengetahui setiap arah kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah
dalam Penataan Tata Ruang Kota Baubau.
3. Kelemahan yang terjadi  selama ini dalam praktek penyusunan RTRW
yaitu masih kurangnya keterlibatan masyarakat. Ini terjadi karena
kurangnya sosialisasi tentang Rencana Tata Ruang kepada masyarakat
serta masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan
pentingnya berpartisipasi dalam penyusuna Rencana Tata Ruang itu
sendiri.
B. Saran
Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah disimpulkan,
maka ada beberapa masukan/saran dalam rangka peningkatan peran serta
masyarakat terhadap rencana tata ruang Kota Baubau, yaitu :
1. Intensitas pemberian informasi kepada masyarakat tentang rencana tata
ruang harus lebih ditingkatkan. Sehingga masyarakat dapat memberikan
usulan, saran atau mengajukan keberatan kepada pemerintah terhadap
rencana tata ruang yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga
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nantinya masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi kebijakan-
kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Perlunya meningkatkan peran serta masyarakat oleh pemerintah dengan
peningkatan taraf pendidikan terhadap masyarakat.
3. Masyarakat agar lebih berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan rencana
tata ruang.
4. Meningkatkan kesadaran kepada pelaku pembangunan bahwa masyarakat
bukanlah obyek pemanfaatan ruang, akan tetapi justru masyarakatlah
pelaku dan pemanfaat utama yang seharusnya terlibat dari proses awal
sampai akhir dalam memanfaatkan ruang.
5. Agar dapat ditindak lanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya, karena dalam
penelitian ini masih ada variabel yang tidak di kaji. Sehingga sangat
diharapkan peneliti selanjutnya mampu menganalisis variabel-variabel
lainnya agar penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi seluruh
masyarakat maupun pemerintah.
Lampiran B: Hasil Uji Chi-Kuadrat Variabel X1 Pendidikan dengan Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah (Y1)
X X

fh x2 
Y X1 X2 X3 1 2 3 1 2 3
Y
Y1 14 8 2 24 10.18 7.76 6.06 1.43 0.01 2.72 4.16
Y2 18 11 7 36 15.27 11.64 9.09 0.49 0.03 0.48 1.00
Y3 10 13 16 39 16.55 12.61 9.85 2.59 0.01 3.84 6.44
 42 32 25 99 11.61
X2 11.61
Db 4
X2 tab α = 0.05 9.488
Kesimpulan Tolak Ho
Dimana :
Y = Tingkat Peran Serta Masyarakat
Y1 = Tinggi
Y2 = Sedang
Y3 = Rendah
X = Tingkat Pendidikan
X1 = SD/SLTP
X2 = SLTA
X3 = Perguruang Tinggi (S1, S2, dan setingkat D3)
X2 = Resultan Chi-Kuadrat
Db = Derajat Bebas
fh = Frekuensi Harapan
n = Jumlah responden
Koofisein Kontingensi = 32,0
2
2  nX
X
Lampiran C: Hasil Uji Chi-Kuadrat Variabel X2 Pendapatan dengan Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah (Y1)
X X  fh x2 
Y X1 X2 X3 1 2 3 1 2 3
Y
Y1 17 5 3 25 13.89 7.07 4.04 0.70 0.61 0.27 1.57
Y2 20 10 5 35 19.44 9.90 5.66 0.02 0.00 0.08 0.09
Y3 18 13 8 39 21.67 11.03 6.30 0.62 0.35 0.46 1.43
 55 28 16 99 3.09
X2 3.09
Db 4
X tab α =0.05 9.488
Kesimpulan Terima Ho
Dimana :
Y = Tingkat Peran Serta Masyarakat
Y1 = Tinggi
Y2 = Sedang
Y3 = Rendah
X = Tingkat Pendapatan
X1 = < 500.000
X2 = 500.000-1.000.000
X3 = > 1.000.000
X2 = Resultan Chi-Kuadrat
Db = Derajat Bebas
fh = Frekuensi Harapan
n = Jumlah responden
Koofisein Kontingensi = 17.0
2
2  nX
X
Lampiran D: Hasil Uji Chi-Kuadrat X3 Status Tempat Tinggal dengan Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah (Y1)
X X  fh x2 
Y X1 X2 X3 1 2 3 1 2 3
Y
Y1 19 5 2 26 18.12 5.78 2.10 0.04 0.11 0.00 0.15
Y2 26 8 2 36 25.09 8.00 2.91 0.03 0.00 0.28 0.32
Y3 24 9 4 37 25.79 8.22 2.99 0.12 0.07 0.34 0.54
 69 22 8 99 1.01
X2 1.01
Db 4
X tab α =0.05 9.488
Kesimpulan Terima Ho
Dimana :
Y = Tingkat Peran Serta Masyarakat
Y1 = Tinggi
Y2 = Sedang
Y3 = Rendah
X = Status Tempat Tinggal
X1 = Milik sendiri
X2 = Sementara (sewa/kontrak)
X3 = Tanah Negara
X2 = Resultan Chi-Kuadrat
Db = Derajat Bebas
fh = Frekuensi Harapan
n = Jumlah responden
Koofisein Kontingensi = 10.0
2
2  nX
X
Lampiran E: Hasil Uji Chi-Kuadrat X4 Sosialisasi Perda dengan Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
(Y1)
X X  fh x2 
Y X1 X2 X3 1 2 3 1 2 3
Y
Y1 5 9 9 23 2.09 3.95 16.96 4.05 6.46 3.74 14.24
Y2 3 6 25 34 3.09 5.84 25.07 0.00 0.00 0.00 0.01
Y3 1 2 39 42 3.82 7.21 30.97 2.08 3.77 2.08 7.93
 9 17 73 99 22.18
X2 22.18
Db 4
X tab α =0.05 9.488
Kesimpulan Tolak Ho
Dimana :
Y = Tingkat Peran Serta Masyarakat
Y1 = Tinggi
Y2 = Sedang
Y3 = Rendah
X = Sosialisasi Perda
X1 = ≥ 3 kali
X2 = 1-2 kali
X3 = Belum Pernah
X2 = Resultan Chi-Kuadrat
Db = Derajat Bebas
fh = Frekuensi Harapan
n = Jumlah responden
Koofisein Kontingensi = 43.0
2
2  nX
X
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I. Kerangka pikir
Eksisting :
1. Pada wilayah penelitian, masih
kurangnya keterlibatan masyarakat
dalam rencana tata ruang.
2. Permasalahannya yakni, masih
lemahnya pemahaman masyarakat dalam
penataan ruang.
3. Kurangnya kesadaran warga tentang
pentingnya penataan ruang.
Harapan :
Pemerintah dapat menjamin setiap
orang berhak menikmati manfaat
ruang termasuk pertambahan nilai
ruang sebagai akibat penataan ruang,
berhak mengetahui rencana tata ruang,
berperan serta dalam penyusunan tata
ruang, berkewajiban dalam
memelihara kualitas ruang dan
berkewajiban mentaati rencana tata
ruang yang telah ditetapkan.
Rumusan Masalah:
- Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran serta
masyarakat Kota Baubau dalam penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Bagaimana mekanisme dan prosedur penyusunan
rencana tat ruang wilayah kota Baubau.
Alat analisis :
1. Analisis Chi-Kuadrat
Tujuan :
- Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
bentuk peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata
ruang wilayah.
- Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur
penyusunan RTRW Kota Baubau.
Kegunaan :
Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mendapatkan
informasi dalam menentukan arah pembangunan kota yang
sejalan dengan keinginan masyarakat dimasa mendatang, serta
menjadi bahan masukan kepada penelitian serupa.
Data :
1. Data aspek fisik dasar kawasan
2. Data jumlah penduduk lima
tahun terakhir
3. Data peraturan daerah (Perda
tentang RTRW)
Hasil Analisis :
1. Faktor-faktor yang
mempengaruhi bentuk peran
serta masyarakat dalam
penyusunan RTRW Kota
Baubau
2. Proses penyusunan RTRW Kota
Baubau
Saran-saran
Pemerintah harus memperhatikan intensitas sosialisasi perda tentang rencana tata ruang kota agar
lebih ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk lebih member pemahaman bagi masyarakat yang
nantinya dapat mengerti serta mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
LAMPIRAN
a.Persiapan awal:
- pemahaman KAK
- Penyiapan RAB
Kompilasi Data
Konsep Terpilih
Beberapa Alternatif Konsep
Penilaian Terhadap
Alternatif Konsep
Pemberitaan Penyusunan
RTRW kota
Analisis Aspek diatas
Lampiran : 1
MEKAMEKANISME DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW
PENYUSUNANRTRWKOTA PENETAPAN
Tahap Persiapan
Pengumpulan Data dan
Informasi Analisis
PerumusanKonsep RTRW Kota Penyusunan
Raperda Proses Penetapan
b.Kajian awal data sekunder:
- Review RTRW kota yang
ada
- Kajian kebijakan terkait
lainnya
c.Persiapan Teknis:
- Penyimpulan data awal
- Perumusan metodologi
- Penyusunan rencana kerja
rinci
- Penyiapan perangkat survei
(Primer & Sekunder)
Data & informasi yang
dibutuhkan:
a.Peta dasar (RBI dan citra
satelit);
b.Kebijakan penatan ruang
dan kebijakan sektoral
terkait;
c.Kondisi fisik/lingkungan
dan sumberdaya alam;
d.Sumberdaya buatan/
prasarana dan sarana;
d.Kependudukan dan
sumberdaya manusia;
e.Perekonomian, social dan
budaya;
g.Kelembagaan; dan
j.Data lainnya sesuai
karakteristik wilayah kota.
Pengumpulan Data
Sekunder
Analisis terhadap data & informasi:
a.Analisis peran dan fungsi kota;
b.Analisis karakteristik wilayah;
c.Analisis daya dukung wilayah;
d.Analisis daya tampung
wilayah;dan
e.Analisis pusat-pusat
pelayanan;
f. Analisis kebutuhan ruang;dan
g.Analisis pembiayaan
pembangunan.
Konsep Pengembangan
a. Rumusan tujuan,kebijakan,
dan strategi pengembangan
wilayah kota;dan
b.Konsep pengembangan
wilayah kota
Rencana
1.Tujuan, Kebijakan dan
Strategi Penataan Ruang
Wilayah Kota;
2.Rencana Struktur Ruang;
3.Rencana Pola Ruang;
4.Penetapan Kawasan
Strategi Kota;
5.Arahan Pemanfaatan
Ruang Wilayah Kota; dan
6.Ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Wilayah Kota
(Peraturan Zonasi, Insentif
Disinsentif, Perizinan, dan
Sanksi)
Penyusunan Naskah
Rancangan
Peraturan Daerah
(Raperda) Tentang
RTRW Kota
1. Persetujuan
Substansi
2. Proses
Pengesahan
RTRW Kota
(yang diatur
dalam ketentuan
peraturan
perundang-
undangan terkait
lainnya)
Wawancara Kuesioner
Observasi
Peran Masyarakat
Keterlibatan pasif
masyarakat dalam
menerima informasi
penataan ruang
Potensi
Masalah Peluang
Tantangan Hambatan
Kecenderungan
*Pemberian data &informasi
*Pendataan & pemberian masukan
:aspirasi dan opini masyarakat dan
kebijakan sector
*Identifikasi potensi masalah
penataan ruang
Penyampaian opini, aspirasi
masyarakat terkait:
*Kebijakan & strategi penataan ruang
*rumusan RTRW Kota
Penyampaian Keberatan /Sanggahan
Masyarakat terhadap konsep RTRW
kota dan Raperda RTRW kota
Lampiran : 2
ALUR PROSES PENYUSUNAN RTRW
Pengumpulan
DataAwal
Analisis
output Pembentukan
konseprenca
na
Penyusunan
Hasil
:Eksekutif
Legeslatif
Seminar
Pendahuluan
Seminar
Antara
Seminar
Akhir
Evaluasi
Perda RTR
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Lampiran A
QUESIONER
Data Responden
Nama : …………………………………….
Usia : …………………………………….
Pekerjaan : …………………………………….
Alamat : …………………………………….
A. Umum
1. Apakah anda pernah ikut serta dalam penyusunan RTRW ? Bila pernah,
berapa kali ?
a. 3-4 kali sebulan
b. 1-2 kali sebulan
c. Tidak pernah
2. Apa pendidikan terakhir anda ?
a. Perguruan Tinggi
b. SMA
c. SD / SMP
3. Berapa penghasilan anda setiap bulannya ?
a. < Rp. 500.000,-
b. Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-
c. Lebih dari Rp. 1.000. 000,-
4. Bagaimana status tempat tinggal yang di tempati anda ?
a. Milik Sendiri
b. Kontrak / Sewa
c. Tanah Negara
5. Apakah anda telah menerima informasi dari pemerintah setempat / lembaga
masyarakat tentang penyusunan RTRW. Bila pernah, berapa kali ?
a. Lebih dari 3 kali
b. 1-2 kali
c. Tidak Pernah
TERIMA KASIH
